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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh
Struktural Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa
Timur Tentang Isbat Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah”
merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan :
Bagaimana Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah NU Jawa Timur
Tentang Isbat Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?, Bagaimana
Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
Tentang Isbat Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?, dan Bagaimana
Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus
Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Isbat
Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang
selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptifdengan pola pikir induktif,

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Para Tokoh Struktural PWNU dan PW
Muhammadiyah Jawa Timur sepakat bahwa hukum mengikuti hasil sidang isbar
pemerintah tidak wajib. Tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan kewajiban
mengikuti isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Para Tokoh
struktural PWNU Jatim memandang isbat pemerintah sebagai jalan tengah terhadap
perbedaan yang terjadi selama‘ini dalam penentuan ‘awal bulan Qamariah' dan hanya
wajib diikuti jika dalam pengambilan keputusan berdasarkan ru’yah atau istikmal.
Sedangkan Tokoh struktural PW Muhammadiyah Jatim berpandangan isbat
pemerintah sebagai otoritas dan akan diikuti jika pemerintah dalam memutuskan
awal bulan Qamariah berdasarkan syar7 dan data astronomis yang valid.

Menurut Analisis Hukum Islam dengan menggunakan kaidah Aukmul hakim
ilzamun wa yarfa’ul khilaf memang tidak ada dalil yang secara sarfh menjelaskan
kewajiban mengikuti isbat pemerintah secara mutlak dalam penentuan awal bulan
Qamariah. Dalam Islam, hanya ada penjelasan mengenai kewajiban mengikuti
pemerintah ketika hukum yang berlaku di negara tersebut adalah negara Islam.
Namun, mengingat di Indonesia perbedaan penentuan awal bulan Qamariah
cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat muslim dan bisa
memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak dalam masyarakat, maka
ulil amri (pemerintah) mempunyai wewenang mengatur demi menghindari dampak
negatif (mazaraf) yang akan muncul.

Dalam menyikapi perbedaan yang ada pemerintah harus bersikap tegas,
berusaha keras untuk mencari titik temu bagaimana diperoleh kriteria yang sama
dalam penentuan awal bulan Qamariah. Dan bagi para tokoh ormas alangkah lebih
bijak jika mengedepankan sikap Jegawa demi kepentingan umat muslim Indonesia.
Diperlukan pengembangan alat teknologi yang canggih untuk melihat Ai/a/ sehingga
dapat mengakomodasi integrasi metode ru’yah dan metode hisab.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan awal bulan Qamariyah penting artinya bagi umat Islam. Sebab,
selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga lebih penting untuk
menentukan awal dan akhir bulan Qomariyah terutama pada bulan Ramadan, -
Syawal dan Zulhijjah, karena itu menyangkut ibadah mahdah (ibadah murni).
Persoalan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah merupakan masalah
kiasik, karena sejak awal Islam masalah ini sudah mendapatkan perhatian dan
pemikiran yang serius. Tetapi ia aktual, karena hampir setiap tahun khususnya
menjelang Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, persoalan ini sering menimbulkan
polemik yang berkepanjangan di tanah air Indonesia.' Mengingat hal ini sangat
berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan
sejumlah pendapat yang bervariasi.

Bahkan karena menonjolnya perbedaan dalam persoalan ini, ada kesan
terjadi bahwa persoalan Ahisab ru’yah hanya ada pada persoalan penentuan awal
Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang sejatinya masih ada persoalan lain, selain

persoalan awal bulan Qamariah. Yang berarti terjadi generalisasi persoalan

! Mukharram, Penetapan Awal Bulan Qamariah dalam Perspektif Figh dan
Astronomi, (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), 2.



penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dalam bingkai persoalan Aisab
ru’yah. Padahal pada dasarnya persoalan hisab ru’yah ada persoalan lain yang
semestinya juga mempunyai greget pembahasan. Sebut saja, ada persoalan
waktu shalat, penentuan arah kiblat dan penentuan gerhana. Itulah kelebihan
persoalannya yang sekaligus merupakan keunikan penentuan awal Ramadan,
Syawal, dan Zulhijjah. Sehingga menjadi stressing pembahasan skripsi ini.?

Menurut Ibn Rusyd® perbedaan penctapan dalam penentuan awal bulan
Qamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah) khususnya Ramadan dan Syawal
disebabkan pada cara pandang memaknai Izadl'éyang berbunyi:

P
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Artinya:

‘Abdullah bin Maslamah menceritakan kepadaku Malik dari * Ugail dari
‘Abdullah bin ‘Umar “Sesungguhnya Rasulullah pernah  membicarakan
fentang bulan Ramadan yang kemudian beliau bersabda “Janganiah
berpuasa sehingga kalian telah melibat hilal dan Jangan pula berbuka sehingga
melihatnya. Apabila tertutup awan, maka takdirkanlah’

Cara pandang dalam memahami Aadis inilah yang menjadi pangkal

perbedaan dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan. Dari dasar itu,

? Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Ru’yah di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Ru ‘vah dengan
Mazhab Hisab, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), vii-viii.

* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid, (Beirut: Dar Ibn ‘Asamah, 2005),
228,

¢ al-Bukhiri Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma"il bin Ibrahim, Jilid II, Sahih Bukhari, 38.



(953

muncul dua pemahaman atau golongan dalam menentukan awal Ramadan dan
awal Syawal. Pertama, ru’yah, yaitu melihat hi/af pada akhir Sya'ban atau
Ramadan pada saat magrib atau istikmal (sempurna), yakni menyempurnakan
bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari ketika ru’yah terhalang oleh awan
(mendung). Menurut pemahaman golongan ru’yah, ru’yah dalam kaitan dengan
hal ini bersifat ta‘abbudi gair al- ma’qul ma’na. Artinya tidak dapat
dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan.®

Kedua, hisab, yaitu dengan menggunakan perhitungan yang didasarkan
pada peredaran bulan, bumi, dan matahari menurut ahli Aisab. Menurut
pemahaman golongan ini Aadfs tersebut termasuk ta ‘aqquli al- ma’qul ma’na,
dapat dirasionalkan, diperiuas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diketahui
dengan cara menghitung.'’

Berakar dari perbedaan pemahaman itulah, hingga akhirnya terjadi
perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, dalam hal ini, khususnya terjadi
pada penentuan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dalam realita,
perbedaan metode untuk menentukan awal bulan Hijriah bukan hanya terjadi
antara pengguna su’yah dan hisab, akan tetapi perbedaan metode juga terjadi

terhadap sesama atau internal pengguna metode, baik dari kalangan pengguna

5 Hilal merupakan bulan sabit yang pertama kali terlihat (the first visible crescent).

Selanjutnya, bulan itu membesar menjadi bulan purnama dan menipis kembali yang akhirnya
menghilang dari langit. Munculnya hilal merupakan tanda atas pergantian bulan, dengan tampaknya
hilal bisa ditetapkan kapan awal dan akhir bulan Ramadlan. Lihat Farid Ruskanda, /00 Masalah
Hisab & Ru’yah, Telaah Syari’ah, Sains Dan Teknologi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 15-16.

¢ Ahmad Izzudin, JImu Falak, (Jakarta, CV Tarity Samudra Berlian, 2006), 70.



ru’yah maupun /isab. Perbedaan tersebut terdapat pada cara maupun tolak ukur
penilaian terhadap keabsahan hasilnya. Perbedaan internal pengguna metode
ru’yah antara lain disebabkan (1) perbedaan tentang matia”. (2) mengenai ru’yah
bil fi’li dengan menggunakan alat (nazarah), para ulama berbeda pendapat.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di internal pengguna ru’yah,
di internal pengguna hisab juga terdapat berbagai ragam metode penentuan
awal bulan Hijriah. Sistem fisab ini dibedakan berdasarkan metode yang
digunakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan keberlakuan tempat
mengenai hasil perhitungan, karena hasil Aisab dapat berlaku di daerah
perhitungannya atau dapat dipakai oleh luar daerah bahkan cakupan
internasional. Di antara macam-macam fisab itu adalah: hisab “urfi, hisab haqigi
taqribi, hisab haqigi tahqgiqgi, hisab kontemporer.®

Oleh karenanya, dalam skripsi ini penulis akan memberikan wawasan
terkait persoalan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Dengan
pertimbangan agar pembahasannya dapat membumi dan mengindonesia secara
konkret, sengaja penulis menggunakan pisau analisis dari kedua ormas NU dan
Muhammadiyah melalui pendapat atau fujjah yang digunakan oleh para tokoh
struktural Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pimpinan Muhammadiyah Jawa

Timur. Hal ini didasarkan pada dominasi kedua ormas tersebut, manakala terjadi

? Dalam studi ru’yah, istilah matla’ dikenal sebagai batas geografis keberlakuan ru’yah.

¥ Abdul Salam Nawawi, llmu Falak, Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat
dan Awal Bulan, (Sidoarjo: Aqaba, 2009), 4.



penentuan awal bulan Qamariah setiap tahunnya, dengan tidak menafikan
organisasi lainnya. /shat pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah,
sebagaimana yang akan disinggung berikut ini, semakin memperlihatkan
dinamika perbedaan itu berlangsung.

Di lain pihak, sidang isbat yang dilakukan pemerintah RI tentang
penentuan awal bulan Qamariah merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan
oleh pemerintah RI dari tahun ke tahun, sebab penentuan awal bulan Qamariah
tersebut, baik awal bulan Ramadan, 1 Syawal maupun Zulhijjah sangat
dinantikan oleh umat muslim di Indonesia, khususnya warga Jawa Timur.

Dalam hal menentukan awal Ramadan serta hari raya, Rasulullah SAW
memerintalikan 'kepada umatnya untuk senantiasa mengikuti’ ketentuan yang
telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana terungkap dalam sebuah Aadis berikut:

mu.;gg,.\}m’d “ias ;;’*"1@.\,).\.J;;p;tu.x, ;_m e
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Artinya:

Diceritakan dari Muhammad bin Isma’il diceritakan oleh Ibrahim bin
Munzir diceritakan oleh Ishaq bin Ja’far bin Muhammad diceritakan oleh
‘Abdullah bin Ja’far dari ‘Usman bin Muhammad al-Akhnasy dari Sa’id al-
Magbariy dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata: “puasa kalian
ditetapkan manakala mayoritas kalian berpuasa. Idul fitri kalian ditetapkan

® Abu ‘Isa® Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmizi, juz I, (Beirut: Dar al Fikr,
1994), 163.



manakala mayoritas kalian beridul fitri, dan idul adha kalian ditetapkan
manakala mayoritas kalian beridul adha”

Maksud kandungan hadis ini menurut sebagian ulama’ adalah bahwa puasa
dan hari raya hendaknya dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Di
Indonesia sendiri pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Agama
(Kemenag)'® dalam penentuan awal bulan Qamariah dibantu oleh Majelis Ulama’
Indonesia (MUI)!!. Dalam fatwanya tertanggal 16 Desember 2003 bertepatan
dengan 22 Syawal 1424 MUI mengeluarkan empat butir keputusan, yaitu:
1. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasar metode
hisab ru’yah.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI
tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama
RI wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam

dan instansi terkait.

1% Dahulu Departemen Agama, kemudian berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan
Peraturan presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
maka perlu menetapkan Peraturan Mentefi Agama tentang Perubahan Penyebutan Departemen
Agama Menjadi Kementerian Agama.

"' Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 27 Juli 1975. Sejarah mencatat pada
masa Soeharto berbagai macam upaya untuk mendirikan sebuah wadah bagi ulama’ sudah banyak
dilakukan, dan pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama
mengumumankan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama’ tingkat nasional.
Empat nama disebut dalam kepanitiaan itu, yaitu: H. Sudirman (pensiunan jenderal angkatan darat),
Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi’i, dan KH. Syukri Ghazali. Tiga minggu kemudian muktamar
nasional ulama’ dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Pada akhir muktamar dibuat
suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal,
Dr. Hamka. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, Farwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), 56.



4. Hasil ru’yah dari kawasan yang memungkinkan Aila/ diru’yah, walaupun
kawasan itu berada di luar wilayah Indonesia asalkan matla’nya sama
dengan di Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama.

Dengan terbentuknya Departemen Agama (baca: Kementrian Agama)
pada tanggal 3 Januari 1946, penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan
Zulhijjah diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Agama berdasarkan PP.
Tahun 1946 no. 2/Um.9/Um jo Keputusan Presiden no. 25 tahun 1967, no. 148
tahun 1968 dan no. 10 tahun 1971."> Meskipun demikian, perbedaan pendapat
tetap masih mewarnai penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tiap
tahunnya di negeri ini.

Suatu hal yang aneh dan membingungkan masyarakat, dalam hal ini warga
Jawa Timur dimana setiap ormas selalu ikut dalam setiap sidang isbat
(penetapan awal-akhir Ramadan oleh pemerintah), namun dalam tataran
realitanya selalu ada ketetapan dari mereka sendiri (baik dengan bahasa instruksi
maupun ikhbar).

Di sini, penulis bukan ingin membenarkan atau mengunggulkan
pemerintah, atau pendapat-pendapat lainnya, baik dari tokoh NU dan
Muhammadiyah ataupun ormas Islam lainnya yang mengeluarkan penetapan

awal Ramadan yang berbeda-beda. Tetapi terbesit dalam diri penulis, bahwa

12 Ahmad Izzuddin, JImuy, 16.
1 Ahmad Izzuddin, Figh Hisab, 135.



kenapa bulan yang penuh rahmah dan magfirah yang memang selalu dinanti-
nantikan kedatangannya, namun sampai sekarang belum ada kesepakatan
terhadap metode apa yang digunakan dalam penetapannya (metode hisab atau
metode ru’yah). Sehingga seiring dengan perbedaan tersebut terjadi
perbedaan pula dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.

Dalam skripsi ini, penulis akan langsung memulai dengan menelusuri
permasalahan seputar jshar pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan
penjelasan sekaligus penjabaran pandangan para tokoh dari PWNU dan PW
Muhammadiyah Jawa Timur. Sebab selama ini, walaupun sudah banyak karya
tulis, baik artikel, buku, skripsi ataupun media lainnya yang mengkaji polemik
perbedaan ‘penetapan - awal ‘bulan Qamariah ' yang ‘mencakup - awal “bulan
Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tetap saja masih belum mencapai pangkal ujung
dari permasalahan tersebut. Menurut penulis, pangkal ujung dari perbedaan
penetapan tersebut bermuara pada pandangan para tokoh dari kedua ormas Islam
terbesar di Indonesia itu terhadap hasil sidang isbar pemerintah, bukan pada
penetapan pemerintahnya. Dan dalam rangka memahami corak perbedaan yang
ada melalui pandangan para tokoh kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu
dari persepektif Hukum Islam jelas merupakan kerja keilmuan yang perlu dan

penting.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi masalah-

masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1.

Metodologi istinbat al-hukm isbat pemerintah RI mengenai penentuan awal

bulan Qamariah.

. Gambaran Umum Tentang /shat Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal

Bulan Qamariah

. Metode yang Digunakan dalam Isbar Pemerintah RI Tentang Penentuan

Awal Bulan Qamariah.

Metode Imkan al-Ru’yah Sebagai Payung Pemersatu Perbedaan Penentuan Awal

Bulan Qamariah.

. Pendapat para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang ishat

pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.
Pendapat para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang

ishat pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.

. Studi Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW

Muhammadiyah Jawa Timur tentang ishar pemerintah RI dalam
menentukan awal bulan Qamariah.

Dikarenakan terlalu luas masalah yang teridentifikasi, maka dianggap

perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini
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dapat mencapai sasaran dengan tepat. Adapun masalah yang akan diteliti pada

penelitian ini hanya terbatas mengenai:

1. Pendapat para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang isbar
pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.

2. Pendapat para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang
isbat pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.

3. Studi Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW
Muhammadiyah Jawa Timur tentang jsbat pemerintah RI dalam menentukan

awal bulan Qamariah.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka perlu bagi penulis untuk

membuat rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan penulis dalam

melakukan kajian atau penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang
penentuan awal bulan Qamariah?

2. Bagaimana pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa
Timur tentang penentuan awal bulan Qamariah?

3. Bagaimana studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh struktural
PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang isbar pemerintah RI

dalam penentuan awal bulan Qamariah?
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D. Kajian Pusaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada
pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa
pembahasan mengenai 7sbat pemerintah RI dalam penentuan awal bulan
Qamariah bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya ada beberapa penulis yang
telah menulis skripsi mengenai masalah ini.

Skripsi Zakie Fitrie Mustofa dengan NIM C01303012 yang berjudul
“Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul
Ulama™ arah pembahasannya lebih difokuskan pada perbedaan penetapan 1
Syawal yang terjadi di kalangan Nahdlatul Ulama saja, dengan objek
pembahasannya adalah penetapan PWNU dan PBNU Jatim.'

Skripsi berjudul “Problematika Ru’yatul Hilal dalam Penetapan Awal dan
Akhir Ramadan Sepanjang Pendapat Empat Mazhab” yang ditulis oleh Sholehah
merupakan kajian literatur yang dikemas dengan studi komparatif. Ia mencoba
menjelaskan tentang cara menentukan awal dan akhir Ramadan serta hari raya
Idul fitri bilamana Ai/al tertutup awan, sehingga ru’yah tidak berhasil dilakukan.

Sementara berdasar data hisab yang diamati posisi Ai/al sudah di atas ufuk,

" Zakie Fitrie Mustofa, Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan | Syawal 1427 H di
Kalangan Nahdlaul Ulama’, skripsi sarjana S1 IAIN Surabaya, 2008, 8.
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hanya saja tertutup awan. Ia juga berusaha menjelaskan mengenai pendapat
empat mazhab dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal bilamana Ailal
tertutup awan.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Tentang Penctapan Tanggal 1 Syawal (Kajian
Tentang Otoritas Ulama’) ” yang ditulis oleh M. Sukron Habiburrahman KS
2010 053 SJ. Fokus utama pembahasannya adalah kewenangan pemerintah RI
dalam hal ini MUI dalam menentukan 1 Syawal.

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Waktu Jjitima’ dan Posisi Hilal
Menurut Sistem Hisab al-Qawa’idul Falagiyah dan Ephemeris Hisab Ru’yak’
yang ditulis oleh Khoirul Hudatlah, 2003. Fokus kajiannya adalah sejauh mana
tingkat akurasi sistem Aisab al-Qawa’idul Falagiyah dan ephemeris hisab ru’yah
tethadap penghitungan awal bulan Qamariah dan implikasinya terhadap
perbedaan kedua sistem tersebut.

Selanjutnya adalah karya Andi Ahmad Zaelany yang berjudul
“Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa, Kasus Dusun Golak Ambarawa”
yang hanya membahas tentang bagaimana menentukan hari raya berdasarkan
Islam Jawa atau Aboge yang berada di Dusun Ambarawa.'*

Dari masalah-masalah yang diangkat dalam karyanya itu jelas sekali

bahwa fokus kajian yang ditulis oleh Zakie Fitrie Mustofa, Sholehah, M.

> Andi Ahmad Zaclany, Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa, Kasus Dusun Golak
Ambarawa, dalam jurnal Ulumul Qur’an, vol VI, 1996.
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Syukron Habiburrahman, Khoirul Hudallah, dan Andy Ahmad Zaelany berbeda
fokus dengan yang dikaji pada peneclitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat
dari beberapa point, pertama, dari segi pembahasannya, pembahasan skripsi ini
lebih difokuskan pada kajian terhadap pandangan atau pendapat para tokoh
struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil isbar
pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah. Kedua, dari segi objek
pembahasannya, objek pembahasan skripsi ini adalah pandangan para tokoh
struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil isbar
pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah. Dan yang ketiga tentang
lokasi penelitian pada skripsi ini terbatas pada PW NU dan PW Muhammadiyah
Jawa Timur saja.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang penentuan awal
bulan Qamariah yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian isbar
penentuan awal bulan Qamariah yang ada pada skripsi ini dengan judul “Studi
Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural PWNU dan PW
Muhammadiyah Jawa Timur Tentang /sbat Pemerintah dalam Penentuan Awal
Bulan Qamariah” bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian

terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan yang ingin

dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur
tentang isbat pemerintah RI penentuan awal bulan Qamariah.

2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah
Jawa Timur tentang isbat pemerintah RI penentuan awal bulan Qamariah.

3. Untuk mengetahui studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh
struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap isbat

pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai
bidang ilmu falak khususnya mengenai penentuan awal bulan Qamariah dan
sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, terutama yang
berhubungan dengan pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW
Muhammadiyah Jawa Timur terhadap ishat pemerintah RI dalam penentuan
awal bulan Qamariah.
2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para tokoh struktural
PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur serta pemerintah RI
utamanya dalam menentukan awal bulan Qamariah. Terbitnya ikhbar
atau fatwa serta /sbat pada 20 tahun ini, kiranya kian membuat hasil

penelitian ini berguna bagi mereka dalam kerangka perumusan kebijakan
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publiknya dibidang keagamaan, khususnya berkenaan dengan penentuan
awal bulan Qamariah.

b. Bagi umat Islam pada umumnya, sebagai upaya peneguhan kesadaran
kolektif bahwa ajaran agama, termasuk Islam bila sudah turun ke ranah
pemikiran para pemeluknya sangat berpeluang untuk mengejawantah
dalam wajah yang tidak tunggal. Kesadaran seperti ini penting dalam
kerangka pengembangan lingkungan sosial umat dimana pluralitas
keagamaan diterima sebagai kelaziman, bahkan keniscayaan. Hanya
dalam lingkungan sosial seperti itu, wkhuwwah dan solidaritas umat

dalam bingkai NKRI bersemai dengan sendirinya.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap
skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa
istilah berikut ini:

1. Hukum Islam yang dimaksud adalah metodologi istinbat al hukm dimana
kaca mata yang digunakan untuk menganalisis objek pada penelitian ini
adalah kaidah figh yang berbunyi “hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul
khilaf.

2. Pandangan : pendapat atau argumentasi yang didasarkan pada hujjah dan

dalil nash al-Qur’an atau al-Hadis.
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3. Tokoh struktural : para personalia yang menduduki jabatan kepengurusan di
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jawa Timur yang berkompeten pada bidang hukum Islam serta ilmu falak.
Antara lain adalah Drs. KH. Syafruddin Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc,
(tokoh PWNU), kemudian KH. Muammal Hamidi, Lc, Ustaz Drs. H. Akh.
Mukarram, M.Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si.

4. Isbat pemerintah Rl : penetapan pemerintah RI yang dilakukan oleh Menteri
Agama mengenai penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah
dalam satu sidang.

5. Bulan Qamariah : yang dimaksud adalah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.
Pemilikan ini menjadi hanya tiga bulan saja tak lain karena ketiga bulan
tersebut mempunyai nilai-nilai penting yang bertalian pada pelaksanaan
ibadah. Seperti pelaksanaan ibadah puasa, hari raya dan shalat id.

Dari beberapa pengerian istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi
“Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural PWNU dan
PW Muhammadiyah Jawa Timur Tentang /sbat Pemerintah dalam Penentuan
Awal Bulan Qamariah” adalah penelitian ilmiah dengan menggunakan kaca
mata kaidah figh “/Aukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf’ terhadap pendapat
atau argumentasi para tokoh Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan

Muhammadiyah Jawa Timur yang menduduki jabatan dalam PWNU atau PW
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Muhammadiyah mengenai isbat pemerintah RI dalam penentuan awal bulan

Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

H. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan

a. Pendapat para tokoh PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur
terhadap isbat pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah
yang berupa pemikiran-pemikirannya, hujjah yang digunakan dalam
menginterpretasikan keberadaan /sbat pemerintah.

b. Dokumen hasil sidang isbar pemerintah RI dalam penentuan awal bulan
Qamariah yang berupa penetapan dari tahun 1987-2010 M/1408-1431 M.
Arsip-arsip putusan Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah.

2. Sumber Data

a. Informan, yaitu sekelompok orang yang memberikan informasi sebagai
penunjang kesempurnaan proses pengumpulan data pada penelitian ini,
yang mereka tidak terlibat secara langsung. Antara lain terdiri dari para
tokoh PWNU atau PW Mubammadiyah Jawa Timur yang tidak
berpartisipasi secara langsung dalam penelitian ini. Antara lain adalah
KH. Jazuli Nur (tokoh PWNU), dan Ustaz Afifun Nidzom (PW

Muhammadiyah) serta Ustaz Ruchman Basori (Kemenag RI).
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b. Responden, yaitu sekelompok orang yang terlibat langsung dalam
penelitian ini, yakni para tokoh struktural PWNU atau PW
Muhammadiyah Jawa Timur yang terdiri dari: Drs. KH. Syafruddin
Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc, (tokoh PWNU), kemudian KH.
Muammal Hamidi, Lc, dan Ustaz Drs. H. Akh. Mukarrom, M. Hum, Drs.
Syamsuddin, M. Ag, Drs. Nadjib Hamid, M. Si (PW Muhammadiyah
Jatim).

¢. Kumpulan putusan-putusan penentuan awal bulan Qamariah PWNU Jawa
Timur yang terhimpun dalam Ahkamul Fugaha.

d. Kumpulan putusan penentuan awal bulan Qamariah PW Muhammadiyah
Jawa ‘Timur, yang terhimpun dalam “buku Kumpulan Putusan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dan wawancara
langsung secara lisan kepada para responden dan informan, seperti Drs.
KH. Syafruddin Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc (tokoh PWNU),
kemudian KH. Muammal Hamidi, Lc dan Ustaz Drs. H. Akh. Mukarrom,
M.Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, Drs. Nadjib Hamid, M. Si.

b. Dokumentasi yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam
serta mencari data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang

tersimpan berkaitan dengan penelitian ini.
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4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (fie/d research)
dengan metode penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan metode deskriptif yang kemudian disimpulkan dengan
menggunakan logika induktif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan
pandangan atau pendapat para tokoh struktural PWNU, PW
Muhammadiyah Jawa Timur dalam menentukan awal bulan Qamariah
yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif. Metode ini
dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan
menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang penmentuan awal

bular Qamariah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan mempermudah peneliti dalam penulisan
penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah skripsi ini dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang metodologi istinbat al-hukm isbat pemerintah RI

dalam penentuan awal bulan Qamariah.



Bab ketiga merupakan uraian tentang hasil penelitian yang berupa
pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur
dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Selanjutnya adalah bab keempat tentang analisis pendapat para tokoh
struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap isbar
pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam kerangka skripsi ini yang

berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

METODOLOGI ISTINBAT AL HUKM ISBATPEMERINTAH RI
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

A. Gambaran Umum Tentang Isbat Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan
Qamariah
1. Pengertian /shat Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah
Secara bahasa kata isbat berasal dari kata dasar asbata - yusbitu -
Isbatan yang artinya menctapkan atau penetapan. Isbar juga bermakna
barhanat dan izhari yang memiliki arti penetapan, kepastian dan verifikasi.
Selain itu isbat juga memiliki makna fa’kid yang berarti pengukuhan atau
konfirmasi.' Namun istilah yang dimaksud ishat dalam hal ini adalah hak
dan wewenang Pemerintah RI — dalam hal ini Menteri Agama — untuk
menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zuthijjah. /sbat dikeluarkan
dalam sidang yang diadakan serta secara khusus dan dipimpin oleh Menteri
Agama.’
Jadi dapat ditarik definisi bahwa isbat Pemerintah RI adalah
penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah RI, dalam hal ini yakni Menteri

Agama dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah,

! Attabik Ali dan Abmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontcmporer Arab-Indonesia, cet. 1,
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 21.

2 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Hisab Ru’yah NU, (Jakarta: LF NU, 2006), 5.

21
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sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat memberikan efek keharusan
ditaati oleh siapapun yang berada di suatu negara dan wilayah tersebut.
2. Dasar Hukum /sbat Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah
a. al-Qur’an
Sebagai pedoman pokok dan sumber bimbingan Allah Swt. kepada
hamba-Nya, al-Qur'an adalah satu-satunya penuntun setiap amal
perbuatan agar sesuai dengan maksud hakiki sebagai seorang hamba.
Oleh karenanya, peletakan al-Qur'an pada posisi utama sumber hukum
Islam merupakan suatu keniscayaan.’ Ada dua sifat yang dianut al-
Qur'an dalam masalah hukum. Pertama, hukum yang bersifat tetap dan
beriaku sepanjang masa dan bagi seluruh umat. Terhadap hukum yang
bersifat tetap itu, al-Qur'an menyebutnya secara terinci. Kedva, hukum
yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum.
Pedoman ini berasaskan: keadilan, persatuan, persamaan, kebersamaan,
musyawarah, perdamaian, pengakuan hak individu dan tanggung jawab,
baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial,
menyampaikan amanah serta tidak memberatkan.
Dalam hal penentuan awal bulan Qamariah, nash al-Qur’an yang
dijadikan pijakan hukum dalam ishat Pemerintah RI adalah surat An-

Nisa’: 59 sebagai berikut:

* Nasr Hamid Abd Zaid, Tekstualitas al-Qur'an terj. Mathum an-Nas Dirasah fi Ulum al-
Qurhn (penerjemah: Khoiron Nahdliyyin), cet. II, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 1.



st 3 A5 0B 2L 2 Uy O padly al ast T ol @i g

(°9) )ij 1L i pote J.\ J>-Y‘ r}ﬂl «JJL: : ‘i..f |J Jj‘) A.Ul Jl o}:fe

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Ya&g demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.

b. al-Hadis
Nas hadis yang dijadikan pijakan hukum dalam isbat Pemerintah RI,

diantaranya adaiah:*

Hadlis Riwayat al-Bukhari dari Irbad ibn Sariyah

G X Js by el 2oy 1Sk

“Wajib bagi kamu untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin
kamu adalah hamba dari Habsyi”

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Fatwa MUI dalam pengertiannya hampir mirip dengan pemikiran Ibn

Taimiyah® dalam memberikan definisi jjma’ bahwa makna Ijma’ adalah

¢ Baca: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta tanggal 16 Desember
2003 M/22 Syawal 1424 H.

*Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, Sabih Bukhari, Jilid II,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 547.
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kesepakatan seluruh umat Islam terhadap sesuatu hukum. Apabila telah
subut ijma’ umat (para mujtahidin) terhadap sesuatu hukum, maka tak
boleh lagi seorang pun keluar dari jjma’ itu, karena umat itu (para
mujtahidin) tidaklah bersepakat terhadap kesesatan. Maksud para
mujtabidin disini adalah para ulama yang tergabung dalam Maijelis
Ulama Indonesia (MUI) yang lewat fatwanya menyerukan kepada umat
muslim Indonesia untuk mengikuti ketetapan (isbaf) awal bulan
Qamariah yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Beberapa fatwa itu antara
lain: Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penentuan Awal
Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Menyatakan bahwa “seluruh umat
Islam 'di “Indonesia ‘wajib’ mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang
Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 7

Selain itu, Fatwa MUI nomor: Kep-276/MULI/VII/1981] tentang Idul
Fitri 1401 H/1981 M di Indonesia. Data yang diambil, ijtima’ terjadi
pada hari Jum’at, 31 Juli 1981/29 Ramadan 19401 H, jam 10:03, tinggi
hilal 3’ 59” hilalyang setinggi itu mudah dilihat. Tanggal 1 Syawal 1401
H jatuh pada hari Sabtu, 1 Agustus 1981 M. Sekiranya hilal tidak dapat

dilihat, maka hilal yang telah setinggi apa yang tersebut di atas dapat

S T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1997), 187.

" T. Djamaluddin, “Zmkan al-Ru Yal Parameter Penampakan Sabit Hi/Z/ dan Ragam
Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia),” makalah ini disampaikan pada Acara
Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelsksana Ru’yah Nahdiatul Ulama, diselenggarakan oleh Lajnah
Falakiyah PBNU, Semarang 17-23 Desember 2006, 2.
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dijadikan pedoman untuk menentukan awal atau akhir Ramadan. Fatwa
MUI tersebut antara lain mengambil dasar dalil dalam kitab Hasyiyah as-
Syarwani ‘ala Tuhfah al-Muhtgj, karya ‘Abd. al-Hamid As-Syarwany juz 2 hal.
374 menyatakan: “sekiranya fhisab gat’i yang menunjukkan adanya Ai/a/
setelah terbenam matahari dan Ai/al itu semestinya dapat dilihat, tetapi
karena sesuatu hal tidak dapat dilihat, maka keadaan itu cukup dijadikan
pedoman penetapan awal atau akhir Ramadan”.?

Sebelum mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, melalui
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta, MUI mengeluarkan
fatwa tentang penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Fatwa
tertanggal 16 Desember 2003 M. (22 Syawal 1424 H) tersebut memuat
empat butir keputusan sebagai berikut:

a) Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah  dilakukan
berdasarkan metode ru’yah dan hisab;
b) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah

RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri

Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-

ormas Islam, dan instansi terkait;

8 Wid, 4.
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¢) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri
Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-
ormas Islam, dan instansi terkait;

d) Hasil ru’yah dari kawasan yang memungkinkan 4i/al dapat di-ru’yah,
walaupun kawasan itu berada di luar wilayah Indonesia, asalkan
matla’nya sama dengan Indonesia, dapat dijadikan pedoman oleh
Menteri Agama RI.

Dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, di samping me-
fatwa-kan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti Pemerintah
R], dalam fatwa tersebut juga ada rekomendasi untuk mengupayakan
kriteria penentuan awai bulan yang disepakati ‘dan menjadi “acuan
bersama. Secara tidak langsung fatwa tersebut juga didukung dengan
hasil Kongres Umat Islam Indonesia 2005 yang menyatakan agar MUI
menjadi payung pemersatu umat.’

d. Pendapat Fugaha

et ..aa-? S J’ 3:4_" L35 b3 i"ﬂ" V_(_’g:}ll.:l SN

Z

&;E‘Ulo_,ﬁ(..iﬁolquol eﬁfjf{«}iﬂ fs}ﬂﬂjﬁ L’pUi;l

Ve AR
.L)L\é.ﬂ_)

® Ibid,, 5-6.

'9 Muhammad Syata’ al-Dimyati, /’dnah at-Talibin, juz V, (Semarang: Karya Toha Putera,
t.t.), 357.



“Yang diperselisihkan adalah apabila pemerintah RI tidak
menentapkannya. Jika Pemerintah RI menetapkannya, maka puasa wajib
atas semuvanya dan secara ijma’ penetapan itu tidak dapat digugurkan.
Untuk itu Imam an-Nawawi berkata dalam kitab Majmu’nya, adalah
Jelas bahwa sesungguhnya menjadi kewenangan gadi untuk menetapkan
keberadaan malam itu sebagai bagian dari Ramadan”,

e. Kaidah-kaidah Fikhiyah
IR PR P g AT R

“Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan
silang pendapat.”

Vasliady byt a2 sy S e
‘Kebijakan imam atas rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan”

T 13 o gty eyl aass 2e SO0 YT b N U st B e

My el @aSs Jeg wiud i s

“Sesungguhnya ijtihad (keputusan) pemerintah merupakan sumber
syari’at Islam yang ketiga. Ketika pendapat pemerintah sudah
menjadi kescpakatan, maka wajib hukumnya bagi masyarakat dan
para pencgak hukum menjalankan keputusan tersebut.”

f. Peraturan Perundang-undangan
a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

"' ‘Abd. al-Hamid As-Syarwani, Hasyiyah as-Syarwani ‘ala Tubfsh al-Muhtzj, (Mesir:
Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III, 383.

'? As-Suyti, * Al-Asybah wa al-Naza'ir i al-firu’, cet. 1, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 83-84.

** Tbrahiim al-Bajiri, Hasyiyah al-Bajuri “ala Ibni al-Qasim, juz I, (Dar Kutub al-Islamy, t.t),
286.
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b) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Agama;
c¢) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
d) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
€) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;'*
3. Sejarah Ishat Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah
Sejak zaman kekuasaan kerajaan di Indonesia, umat Islam sudah
terlibat dalam pemikiran fisab, yang ditandai dengan penggunaan kalender
Hijriyah sebagai kalender resmi. Setelah muncul penjajahan Belanda di
Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi Pemerintah RI.
Semula kalender Hijriyah diubah menjadi kalender masehi. Meskipun
demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama di
daerah-daerah kerajaan Islam. Tindakan ini tidak dilarang oleh Pemerintah
RI kolonial Belanda, bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa

kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan terhadap hari-

14 Baca: Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1431 H.
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hari yang ada hubungannya dengan persoalan peribadatan, seperti tanggal 1
Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ."*

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di
Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender
Jawa Hindu atau Tahun Saka yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78M,
yakni Tahun penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka). Dan kalender inilah
yang digunakan oleh umat Budha di Bali guna mengatur kehidupan
masyarakat dan agama.'®

Patut dicatat juga satu peristiwa penting dan bersejarah, yaitu
penggabungan penanggalan Hindu Jawa (Saka) tersebut yang berdasarkan
peredaran matahari dengan penanggalan Hijriyah. Hal ini merupakan suatu
ciptaan baru yang perlu dicatat dalam sejarah, dikatakan baru dalam arti
merubah suatu masyarakat lama kepada masyarakat baru (masyarakat
kehindu-hinduan menuju masyarakat keislaman)."”

Harus diakui bahwa pada abad ke-17 sampai abad ke-19 pemikiran
hisab di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemikiran Aisab negara-negara
Islam lainnya. Bahkan tradisi ini masih kentara pada awal abad ke-20. Hal

ini seperti tercermin dalam kitab Suvllamun Nayyirain karya Muhammad

“Susiknan Azhari, Pembarvan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran
Sa’adoeddin Djambek, cet. |, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 10.

) ' Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Ru ‘vah di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Ru 'yah dengan
Mazhab Hisab, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 48.

' Susiknan Azhari, Pembaharuan, 11.
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Mansur bin Abd Hamid bin Muhammad Damiry al-Batawi (1925) yang
terpengaruh oleh sistem Ulugh Bek.'" Ilmu Aisab ini berkembang dan
tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera.
Dan sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) Aiszb di Indonesia dapat
dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang
menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab
yang sudah lama ada di masyarakat disamping adanya kecanggihan
teknologi yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah
data-data komputer berkaitan dengan Aisab ru’yah."®

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa pada masa penjajahan
persoalan penentuan awal-awal buian yang berkaitan dengan persoalan
ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Lalu
setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai diadakan
perubahan. Dan setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3
Januari 1945, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur
(termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah ) diserahkan

kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah RI Tahun

'8 Ibid,
' Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Ru’yah, 49-50.
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1946 No. 2/um, 7/um jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148
Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.%°

Hanya saja dari Tahun 1946 tugas Departemen Agama kala itu hanya
menetapkan hari libur nasional saja, belum secara resmi memiliki
kewenangan dalam menetapkan awal bulan Qamariah. Namun sejak Tahun
1962 telah dimulai penetapan dari Departemen Agama mengenai awal
ketiga bulan tersebut, ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya keputusan
Menteri Agama tentang permulaan tanggal awal bulan Ramadan dan Syawal
1381 H.*

Meskipun penetapan hari libur telah diserahakan kepada Departemen
Agama, tetapi pada wilayah etis-praktis sampai saat ini masih belum
seragam, terutama dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah .
Bahkan perbedaan ini menjadi penyebab perseteruan (tidak saling menyapa)
dan mengusik wkhuwah di antara sesama muslim, disebabkan melakukan
suatu peribadatan tidak bersama.’’ Inilah dampak adanya perbedaan
pemahaman antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana /Aisab dan

rufy.&:b.23

2 1bid,

! BADILAG BIMAS Dep. Agama Rl Himpunan Keputusan Penetapan 1 Menteri Agama
Tentang Ramadan dan | Syawal Tahun 1381-1418 H/ 1997 M, (Jakarta: Badilag BIMAS, 1999-
2000), 3.

%2 Susiknan Azhari, Pembaruan, 11-12.
2 Ahmad Izzuddin, Figih Hisab Ru’yah, 50.
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Memperhatikan fenomena tersebut akhirnya Pemerintah RI (dalam
hal ini Departemen Agama) berusaha untuk mempertemukan pola pikir yang
berkembang dalam masyarakat (kalangan ahli fisab dan ru’yah) melalui
musyawarah dan konferensi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap
menimbulkan pertentangan dalam menetapkan hari-hari besar Islam
terutama penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam
musyawarah ini dapat dinetralisir perbedaan-perbedaan yang muncul. Dan
yang lebih penting lagi musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untik
membentuk lembaga fisab dan rir’yah**

Untuk merealisasikan terbentuknya Lembaga Hisab dan Ru’yah
Departemen " Agama tersebut; maka’ ditunjuk” tim “perumus sebanyak limna
orang dari tiga lembaga. Lima orang yang dimaksud adalah: (a) Departemen
Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zainal Ahmad Noeh dan Sa’adoeddin Jambek,
(b) Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, (c) Planetarium: Susanto
Nitisastro. Selanjutnya tim perumus mengadakan pertemuan. Dari beberapa
kali pertemuan yang diadakan akhirnya pada pertemuan tertanggal 23 Maret
1972 team perumus mengambil kesimpulan, yaitu: (a) Bahwa tujuan dari
Lembaga FHisab dan Ru’yah ialah mengusahakan persatuan dalam
menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zuhijjah, (b) Bahwa

status Lembaga Hisab dan Ru’yah adalah resmi (Pemerintah RI) dan berada

2 Ibid,
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di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
berkedudukan di Jakarta, (c) Bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Ru’yah
adalah memberi saran kepada Menteri Agama dalam menetapkan permulaan
tanggal Qamariah dan (d) Bahwa keanggotaan Lembaga Hisab dan Ru ‘yah
terdiri dari anggota tetap (inti) dan anggota tersebar. Anggota tetap
mencerminkan 3 unsur, yakni: (1) unsur Departemen Agama, (2) unsur ahli
falak/fhisab dan (3) unsur ahli hukum Islam/ulama.?® Dan pada tanggal 16
Agustus 1972 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 76 Tahun
1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Ru’yah Departemen Agama.
Selanjutnya Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 77 tahun
1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan
Hisab dan Ru’yah Departemen Agama yang diketuai oleh Sa’adoeddin
Jambek, Wasit Aulawi, MA sebagai wakil ketua, Drs. Djabir Manshur
sebagai sekretaris, kemudian sebagai anggota Z.A. Noeh, Drs. Susanto
(L.M.C), Drs. Santoso BA, Rodi Saleh, Djunaidi, Kapten Laut Muhadji, Drs.
Peunoh Dali, dan Sjarifuddin BA.?® Sampai sekarang, Badan tersebut masih
ada. Dan diketuai oleh Rohadi Abdul Fatah, dan setiap propinsi sudah

dibentuk Badan Hisabdan Ru’yah.

75.

» BADILAG Mahkamah Agung RI, Almanak Hisab Rukyah, (Jakarta: BADILAG, 2007), 74-

28 Ibid.
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Adapun anggota tersebar diserahkan penyelesaiannya oleh Direktur
Jenderal Bimas Islam dan pada tanggal 23 September 1972, para anggota
Badan Hisab dan Ru’yah Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama
Mukti Ali. Dalam pidato pengarahannya beliau mengatakan bahwa latar
belakang dibentuknya Badan Hisabdan Ru’yah ini adalah:

1. Masalah hisab dan ru’yat awal tiap bulan Qomariyah merupakan
masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam.

2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat
Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan
dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan
pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun antara
umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa setanah air.

3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu
diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan
pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk
membangun bangsa dan negara.?’

4. Mekanisme Isbat Pemerintah RI Tent ang Penentuan Awal Bulan Qamariah
Untuk menghindari perbedaan penentuan awal bulan Qamariah

dipandang perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan tertinggi

di masyarakat yang dalam hal ini adalah diserahkan kepada hakim atau gad.

7 BADILAG BINBAGA ISLAM Dep. Agama RI, Pedoman Teknik Ru’yah, (Jakarta:
BADILAG BINBAGA ISLAM, 1983-1984), 102.
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Hakim atau gadi merupakan kepanjangan dari o/ al-amri (Pemerintah RI),

sedangkan di Indonesia wewenang tersebut dipegang oleh Menteri Agama.

Sedangkan mekanisme penentuan awal bulan sebagai berikut:

1.

Menghimpun data /i/al menurut hisab yang beredar di masyarakat serta
melakukan pembahasan sebagai bahan penyusunan kalender
penanggalan dan sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal
dan Zulhijjah oleh pemerintah RI.

Pemerintah RI (Departemen Agama RI) memberikan instruksi serta
himbauan kepada jajaran di bawahnya dan ormas-ormas Islam untuk
melakukan ru’yatul hilal pada hari ke 29 bulan Sya’ban, Ramadan, dan
Zuiqa’dah, dan pada buian-bulan lainnya yang dipandang perlu.

Hasil ru’yah perlu mendapat pengesahan Pengadilan Agama dan
kemudian secepat mungkin dilaporkan kepada Pemerintah RI (Menteri
Agama) melalui media yang ada sebagai bahan sidang isbat.
Pemerintah RI melakukan sidang 7sbat penentuan awal bulan Ramadan,
Syawal, dan Zulhijjah yang dipimpin oleh Menteri Agama atau orang
yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Sidang isbat dihadiri oleh MUI*®, wakil-wakil ormas Islam, instansi

terkait, dan perorang ahli di bidang Aisab-ru’yah untuk konsolidasi

% Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang dibentuk pada tanggal 26
Juli 1975 M (17 Rajab 1395 H) dalam suatu pertemuan nasional ulama Indonesia yang berlangsung di
Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama



36

dalam pengambilan keputusan serta koordinasi dalam sosialisasi
keputusannya.

6. Hasil sidang ishat merupakan Keputusan Menteri Agama RI yang
sesegera mungkin diinformasikan kepada masyarakat umum lewat
media elektronik maupun media cetak yang ada. Diinformasikan pula
kepada masyarakat bahwa Keputusan Menteri Agama RI mengikat bagi
seluruh rakyat Indoneisa sehingga merupakan suatu kewajiban untuk
mengikutinya.29

Secara teknis pelaksanaan sidang isbar selalu menjunjung tinggi
musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan
demokratis, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang, setelah
saran dan pendapat dibahas dan diterima, dengan suasana bersama-sama
berupaya mencari keputusan yang terbaik, lalu mengambil musyawarah
mufakat, bulat dan maslahah, maka sidang memutuskan “Penetapan tanggal

1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ”.

Indonesia. Sesuai dengan namanya, MUI merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan
pendapat dan pemikiran ulama Indonesia, wadah yang tidak bersifat operasional tetapi koordiantif,
Dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa, fungsi MUI sangat strategis, yaitu (1) memberi
fatwa nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam
umumnya, yakni sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar, (2) memperkuat ukhuwah Islamiyah dan
memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa; (3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama; (4)
menjadi penghubung, antara ulama dan pemerintah serta menjadi penerjemah timbal-balik antara
pemerintah dan umat beragama guna menyukseskan pembangunan nasional. lihat Muhammad Atho
Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum di
Indonesia, 1975-1988, edisi dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993), 56.

% Nasaruddin Umar, “Memahami Hak [sbar dalam Perspektif Figih Siyasah,” makalah ini
disampaikan pada Acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Ru 'yat Nahdlatul Ulama,
diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PBNU, Semarang, 17-23 Desember 2006, 2-3.
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S. Isbat Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah dari tahun
1987-2010 M/1408-1431 H
Sejak berlakunya isbat Pemerintah RI sebagai jalan tengan dalam
perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah —terutama Ramadan, Syawal, dan
Zulhijjah —telah menelorkan beberapa hasil sidang ishar yang berkaitan
dengan awal dari ketiga bulan bulan Qamariah tersebut dari tahun ke tahun.
Berikut data hasil Keputusan Sidang /sbat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah RI cq. Departemen Agama RI dan dipimpin langsung oleh
Menteri Agama untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan

Zulhijjah selama 20 tahun ke belakang 1988.
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Tabel 1

Hasil Keputusan Sidang /sbat Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia dari tahun 1987 sampai tahun 2010
M atau 1408-1431 H*

Tahun Bulan Ijtima’ (WIB) Tanggal Tinggi Hasil Awal Keterangan
Ru’yah Hilal Isbat Bulan
Zulhijjah 06/11/10 11:53 06/11/10 17137 Istikmal | 08/11/10 -
Syawal 04/09/10 17:32 08/09/10 =27 247 Istikmal | 10/09/10 Indonesia, Saudi Serempak
Indonesia, Saudi Serempak
1431 - - s A , Klaim Ru’yah Cilincing,
Ramadan 10/08/10 10:10 10/08/10 2’29 Ru’yah 11/01/10 Probolinggo, Bengkulu,
Condrodipo DITERIMA
Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 17/11/09.00:16 . | 17/11/09 |  5725” | Ru’vah | 18/11/09 Ig:;’:; r’:;’g”g”;g{ﬁf’
(CCD)
1430 _ Indonesia, Saudi Serempak
Syawal 11/09/09 01:45 19/09/09 5723” Ru’yah 20/09/09 | Klaim Ru’yah dari Sukabumi
dan Cakung DITERIMA
Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 20/01/09 17:04 | 20/08/09 | -2"01” | Ru’yah | 22/08/09 Klaim NU Ru’yah pada
21/08/09 berhasil
Zulhijjah 27/11/08 23:56 27/11/08 -4” 43” Istikmal | 29/11/08 Indonesia, Saudi Serempak
Syawal | 2909/08 15:14 | 29109008 | -1”42” | foeikmil | o11oi0g | IPOOnesia Serempak; Sauds
1429 Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 31/0808 03:00 31/08/08 3”7 03” Ru’yah 01/09/08 Klaim Gresik, Jogja,
lampung, Johar DITERIMA

* BADILAG BIMAS ISLAM Dep. Agama RI, Himpunan Keputusan Menteri Agama, 1-5.
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1428

Zulhijjah

10/12/07 00:42

09/12/07

-4,’ 02”

Istikmal

11/12/07

Indonesia Serempak, Saudi

(H-1)

Syawal

11/10/07 12:02

11/10/07

0” 22”

Istikmal

13/10/07

Klaim Cakung DITOLAK
Muh. dan Saudi (H-1)

Ramadan

11/09/07 19:46

11/09/07

_2’9 22,,

Istikmal

13/09/07

Indonesia, Saudi Serempak

1427

Zulhijjah

20/12/06 21:02

20/12/06

-2” 04”

Istikmal

22/12/06

Indonesia Serempak, Saudi

H-1)

Syawal

22/10/06 12:16

22/10/06

0’9 3 1”

Istikmal

24/10/06

Klaim Ru’yah Cakung,
Bangkalan DITOLAK Muh.,
NU dan Saudi (H-1)

Ramadan

22/09/06 11:45

22/09/06

-1” 44”

Istikmal

24/11/06

Indonesia Serempak, Saudi

(H-1)

1426

Zulhijjah

31/12/05 10:14

31/12/05

4” l 0”

Ru’yah

01/01/05

Indonesia, Saudi Serempak
Klaim Ru’yah Cakung dan
Malang DITERIMA

Syawal

02/11/05 08:25

02/11/05

29, 52”

Ru’yah

03/11/05

Indonesia, Saudi Serempak
Klaim Ru’yah Cakung dan
Gersik DITERIMA

Ramadan

03/10/05 17:30

03/10/05

-l” 04”

Istikmal

05/10/05

Indonesia, Saudi Serempak

1425

Zulhijjah

10/01/05 19:03

10/01/05

-0,’ 23”

Istikmal

12/01/05

Indonesia Serempak, Saudi
(H-1) Kontroversi

Syawal

12/11/04 21:28

12/11/04

-3’9 34?’

Istikmal

14/11/04

Indonesia Serempak, Saudi
H-1

Ramadan

14/10/04 09:50

14/10/04

2,? 55”

Ru’yah

15/10/04

Indonesia, Saudi Serempak
Klaim Ru’yah Cakung
DITERIMA

1424

Zulhijjah

22/01/04 04:06

21/01/04

-4,’ 51”

Istikmal

23/01/04

Indonesia, Saudi Serempak

Syawal

24/11/03 06:00

24/11/03

5” 3 1”

Ru’yah

25/11/03

Indonesia, Saudi Serempak
Klaim Ru’yah Cakung,
Dermaga Hak, Klender,
Bangkalan DITERIMA
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Ramadan 25/10/03 19:52 25/10/03 22712 Istikmal | 27/10/03 Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 01/02/03 17:50 | 01/02/03 | 0749” | Istikmal | 03/2/03 M“hammagﬁl; dan Saud!
1423 Syawal 04/12/02 14:36 | 04/12/02 | 07317 | Istikmal | 06/12/02 M“hamma?;ly_‘f)‘ dan Saudi
_ Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 05/11/02 03:36 | 05/11/02 | 7°02” | Ru’yah | 06/11/02 | Klaim Ru’yahKlender dan
Pelabuhan Ratu DITERIMA
_ _ Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 12/02/02 14:42 | 12/02/02 | 2712 | Ru'yab | 13/02/02 Klaim Ru’yah Cakung
(hujan) DITERIMA
Indonesia, Saudi Serempak
1422 - A ” » " Klaim Rutyab Cakung,
Syawal 15/12/017 03:48 | 15/12/01 | 5”48 Ruyah | 16/12/01 Malang, Polabuban Re
DITERIMA
Ramadan 15/11/01 13.42 | 151101 | 17097 | Istikmal | 17/11/01 M“hamma?gﬁl)‘ dan Saudi
' _ Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 2102/02 15:22 | 21/02/02 | 1751" | Ru'yah | 24/0201 | MAIIMSH Klaim Ru’yah
Blitar DITERIMA
1421 Syawal 25/12/00 00:24 | 25/12/00 | -4"18” | Istikmal | 27/12/00 | [odonesia ?H“fl“)‘pak’ Saudi
_ Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 25/11/00 06:12 | 25/11/00 | 4724” | Ru’yah | 27/11/00 Klaim Ru’yah Klender
DITERIMA
Zulhijjah | 06/03/00°12:18 | 06/01/00 | 3”06” | Imkan | 03/03/00 I“d"“es‘al’qga(‘l’{d_‘gerempah
1420 Syawal 07/01/00 01:16 | 06/01/00 | -4"59” | Istikmal | 04/01/00 | Indonesia S(gfl‘;‘pak’ Saudi
Ramadan 08/12/99 05:34 07/12/99 -6 36" Istikmal | 09/12/99 Indonesia, Saudi Serempak
1419 Zulhijjah 18/03/99 01:50 | 18/03/99 | -3"41" | Istikmal | 19/03/99 | Indonesia Serempak, Saudi




41

H-1)
Syawal 17/01/99 22:48 | 170199 | -4” 11" | Istikemal | 19/01/99 | Indonesia Sae{’f’l")‘pak’ Saudi
Ramadan 19/12/98 05:44 19/12/98 | -7°17" | Istikmal | 20/12/98 Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 28/02/98 10:16 | 28/02/98 | 3736” | Imkan | 29/03/98 | Mdonesia S(gfl’;"’ak’ Saudi
1418 _ Klaim Ru’yah Cakung dan
Syawal 28/01/98 13:02 | 28/01/98 | 0" 18" | Istikmal | 30/01/98 | Ilmuan DITOLAK Muh, NU
Jatim dan Saudi (H-1)
Ramadan 29/12/97 23:58 | 29/12/97 | -3" 16" | Istikmal | 31/11/98 | Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 07/04/97 18:04 | 07/04/97 | -0"35" | Istikmal Indonesia S(gfl’;'pak’ Saudi
Syawal 07/02/97 22:06 | 07/02/97 | -0"39" | Istikmal Indonesia S(g_eln)’pak’ Saudi
1417 Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 09/01/97 11:26 | 09/01/97 | 548" | Ru’yah Klaim Ru’yah Manado,
Rembang, Cakung
DITERIMA
Zulhijjah 18/04/96 05:50 | 18/04/96 | 4”44” | Imkdn Indonesia S(Ie{’fln)‘pak’ Saudi
1416 Syawal 19/02/96 06:32 | 19/02/96 | 2°51” | Ru’yah Indonesia S(g_eln)"’ak’ Saudi
Ramadan 20/01/96 19:52 | 20/01/96 | -4”01" | Istikmal Indonesia S(gflr;‘pak’ Saudi
Zulhijjah 30/04/95 00:08 | 30/04/95 | 6 16" | Jmkam | 01/05/95 | Indonesia, Saudi Serempak
Syawal 01/03/95 06:32 | 01/03/95 | -3"43" | Istikmal | 03/03/95 | Imdonesia S(gf’;’)’pak’ Saudi
1415 . Indonesia, Saudi Serempak
Ramadan 31/01/95 05:50 | 31/01/95 | 2749” | Ru’vah | 01/02/95 Klaim Ru’yah Cakung
: DITERIMA
1414 Zulhijjah 11/05/94 00:08 | 11/05/94 | 6" 14" | Imkan | 12/05/94 | Indonesia, Saudi Serempak
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_ Indonesia Serempak, Saudi
Syawal 12/03/94 14:06 12/03/94 | -1758” | Istikmal | 14/01/94 | (H-1)Klaim Nambangan, NU
Jatim (H-1)
Ramadan 10/01/94 21:32 10/01/94 | -4"54" | Istikmal | 12/02/94 | Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah 21/05/93 21:08 | 21/05/93 | -3"17" | Istikmal | 23/05/93 | Lndonesia Sg{’fg’pak’ Saudi
1413 _ Indonesia Serempak, Saudi
Syawal 23/03/93 14:16 23/03/93 27157 Istikmal | 25/03/93 (H-2) Klaim Ru’yah Ujung
Pangkah Ciresik, NU (H-1)
Ramadan 21/02/93 20:06 21/02/93 -4”19” Istikmal | 23/02/93 Indonesia, Saudi Serempak
e vy » 0% o - Indonesia Serempak, Saudi
Zulhijjah 01/06/92 10:58 01/06/92 17 48 Istikmal | 03/06/92 (H-1) Muhammadiyah
_ Indonesia Serempak, Saudi
Syawal 01/04/92 12:04 01/04/92 -117” Istikmal | 05/04/92 (H-2) Klaim Ru’yah Jatim,
1412
NU (H-1)
| Indonesia Serempak, Saudi
Ramadan 04/03/92 20:24 04/03/92 -4” 28” Istikmal | 06/03/92 | (H-2)(Tha disepakati kriteria
MAIIIMS)
Zulhijjah 12/06/91 19:08 | 12/06/91 | -2"45” | Istikmal | 14/06/91 | Indomesia S(Iflr_el‘;‘pak’ Saudi
Indonesia, Saudi Serempak
1411 - . » e . Klaim Ru’yah Pelabuhan
Syawal 15/04/91 02:40 15/04/91 3735 Ru’yah 16/04/91 Ratu, Cakung, Klender
DITERIMA
Ramadan 16/03/91 15:12 16/03/91 -2719” Istikmal | 18/03/91 Indonesia, Saudi Serempak
Zulhijjah | 23/06/90°01:56 | 23/06/90 | 7°22” | Imkin | 24/06/90 | Pdonesia Serempak, Saudi
(H-1) Tragedi Mina
1410 Syawal 25/04/90 11:27 | 25/04/90 | -0722" | Istikmal | 27/04/90 | [Pdonesia S(gfln)lpak, Saudi
Ramagién 27/03/90 00:50 27/03/90 3750” Imkan 28/03/90 Indonesia, Saudi Serempak
1409 Zulhijjah 03/07/09 11:59 03/07/09 1”307 Istikmal | 05/07/89 Muhammadiyah dan Saudi
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H-1)

Syawal 06/05/09 18:48 | 06/05/09 | 8719” | JImkan | 07/05/80 | Lndonesia S(f{rfl“)"’ak’ Saudi

Ramadan 06/04/09 10:33 | 06/04/09 | 0728” | Istikmal | 08/04/89 M“hamma?gf)‘ dan Saudi

Zulhijish | 14/0708 1159 | 140708 | 452 | Imkin | 150788 | [nonesiaTeempek Saud

1408 _ Indonesia, Saudi Serempak
Syawal 16/05/08 05:12 | 16/05/08 | 2”59” | Ru’yah | 17/05/88 | Klaim Ru’yahCakung dan

Klender DITERIMA
Ramadan 16/04/08 19:02 16/04/08 37177 Istikmal | 18/04/88 Indonesia, Saudi Serempak




Dari tabel 1 di atas bisa difahami bahwa antara NU dan Muhammadiyah
hampir setiap tahun berbeda penetapan dalam menentukan awal bulan Qamariah
dengan penetapan (isbat) pemerintah RI. Fakta tersebut bisa dijumpai pada

tahun-tahun berikut ini:

1) Pada tahun 2007 M/1428 H Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh
pada tanggal 12 Oktober 2007, 1 hari lebih awal dengan hasil isbat
pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 13 Oktober
2007. Sedangkan dalam penetapan awal bulan Zulhijjah dan Ramadan
Muhammadiyah sama dengan penetapan pemerintah. Berbeda dengan
Muhammadiyah, NU untuk tahun 2007 ini serempak dengan penetapan
pemerintah.

Kasus serupa pun terjadi lagi pada tahun 2003, dimana pemerintah RI
menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Desember 2002 dan Zulhijjah
pada tanggal 3 Februari 2003 M/l Syawal 1423 H, sedangkan
Muhammadiyah mendahului 1 hari dari penetapan pemerintah, yaitu 1
Syawal jatuh pada tanggal 5 Desember 2002 dan Zulhijjah pada tanggal 4
Desember 2003. Namun dalam penetapan awal Ramadan sama dengan
penetapan pemerintah.

Kemudian pada tahun 2002 M/1422 H, namun kali ini Muhammadiyah hanya
berbeda penetapan pada awal bulan Ramadannya saja, dimana

Muhammadiyah 1 hari lebih awal dari penetapan pemerintah.



2)

3)

4)

3)

6)
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Penetapan pemerintah tentang awal bulan Zulhijjah tahun 1420 H/2000 M
jatuh pada tanggal 3 Maret 2000, sedangkan NU pada tanggal 2 Maret 2000.
Bulan Ramadan dan Syawal serempak dengan penetapan pemerintah.
Penetapan pemerintah tentang 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 30
Januari 1998, sedangkan NU Jawa Timur dan Muhammadiyah pada tanggal
29 Januari 1998. Bulan Ramadan dan Syawal serempak dengan penetapan
pemerintah.

Penetapan pemerintah tentang 1 Syawal 1414 H jatuh pada tanggal 14 Januari
1994, sedangkan NU Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 1994. Bulan
Ramadan dan Syawal serempak. Dan kasus ini terulang lagi pada tahun 1413
H/1993 M. NU 1 hari lebih awal dari penetapan pemerintah.

Penetapan pemerintah tentang awal bulan Zulhijjah dan Syawal tahun 1412
H/1992 M yang jatuh pada tanggal 3 Juni 1992, dan Syawal pada tanggal 5
April 1992, sedangkan penetapan NU dan Muhammadiyah pada tanggal 2
Juni 1992 dan 1 Syawal pada tanggal 4 April 1992. Bulan Ramadan serempak
dengan penetapan pemerintah.

Penetapan pemerintah tentang awal bulan Zulhijjah dan Ramadan tahun 1409
H/1989 M yang jatuh pada tanggal 5 Juli 1989, dan Ramadan pada tanggal 8
April 1989, sedangkan penetapan NU dan Muhammadiyah pada tanggal 4
Juli 1989 dan Ramadan pada tanggal 7 April 1989. Bulan Syawal serempak

dengan penetapan pemerintah.
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Kemudian untuk tahun 1962-1987, hasil isbat Pemerintah RI

sebagaimana penulis teliti, hanya menemukan bukti penetapan 1 Ramadan dan 1

Syawal saja, sedangkan 1 Zulhijjah belum menemukan datanya.?!

Tabel 2

Hasil Keputusan Menteri Agama RI

Tentang Penetapan 1 Ramadan 1381 — 1407 H/ 1962 — 1987 M3

Penetapan

Nomor SK

Jatuhnya 1 Ramadan

1 Ramadan 1381

6 Tahun 1962

Kamis, 6 Maret 1962

1 Ramadan 1382

7 Tahun 1963

Ahad, 27 Januari 1963

1 Ramadan 1383 3 Tahun 1964 Kamis, 16 Januari 1964
1 Ramadan 1384 1 Tahun 1965 Senin, 4 Januari 1965
1 Ramadan 1385 1 Tahun 1965 Jumat, 24 Desember 1965

1 Ramadan 1386

90 Tahun 1966

Selasa, 13 Desember 1966

1 Ramadan 1387

Selasa, 3 Desember 1967

1 Ramadan 1388

254 Tahun 1968

Jum’at, 22 November 1968

1 Ramadan 1389

160 Tahun 1969

Selasa, 11 November 1969

1 Ramadan 1390

264 Tahun 1970

Sabtu, 31 Oktober 1970

1 Ramadan 1391

62 Tahun 1971

Kamis, 21 Oktober 1971

o (N B =41 ] ] 12 fod e g e P 65 24 SR N [P N Y Y Y

1 Ramadan 1392 86 Tahun 1972 Senin, 9 Oktober 1972
1 Ramadan 1393 87 Tahun 1973 Jum’at, 28 September 1973
1 Ramadan 1394 60 Tahun 1974 Selasa, 17 September 1974
1 Ramadan 1395 42 Tahun 1975 Ahad, 7 September 1975
1 Ramadan 1396 44 Tahun 1976 Jum’at, 27 Agustus 1976
1 Ramadan 1397 49 Tahun 1977 Selasa, 16 Agustus 1977
1 Ramadan 1398 72 Tahun 1978 Sabtu, 5 Agustus 1978
1 Ramadan 1399 59 Tahun 1979 Rabu, 25 Juli 1979
1 Ramadan 1400 40 Tahun 1980 Senin, 14 Juli 1980
1 Ramadan 1401 54 Tahun 1981 Jum’at, 3 Juli 1981
1 Ramadan 1402 55 Tahun 1982 Rabu, Juni 1982
1 Ramadan 1403 41 Tahun 1983 Ahad, 12 Juni 1983

24 1 Ramadan 1404 40 Tahun 1984 Jum’at, 1 Juni 1984

25 1 Ramadan 1405 - Selasa, 21 Mei 1985

26 1 Ramadan 1406 155 Tahun 1986 Sabtu, 10 Mei 1986

27 1 Ramadan 1407 70 Tahun 1987 Rabu, 29 April 1987

3! Ibid, 5.

32 Ibid, 5-6.
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Dari tabel 2 di atas tidak ditemukan perbedaan penetapan dalam
penentuan awal bulan Ramadan antara NU, Muhammadiyah dan juga
pemerintah, dikarenakan memang data yang penulis peroleh hanya
mencantumkan penentuan awal bulan Ramadan versi pemerintah saja, tidak
ada keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan penetapan. Namun
demikian dari tabel 2 di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sejak tahun

1381 — 1407 H/ 1962 — 1987 M isbat pemerintah RI sudah diberlakukan.



48

Tabel 3

Hasil Keputusan Menteri Agama RI
Tentang Penetapan 1 Syawal 1381 — 1407 H/ 1962 — 1987 M*»

No Penetapan Nomor SK Jatuhnya 1 Syawal
1 1 Syawal 1381 6 Tahun 1962 Kamis, 6 Maret 1962
2 1 Syawal 1382 - Senin, 25 Februari 1963
3 1 Syawal 1383 - _Sabtu, 15 Februari 1964
4 1 Syawal 1384 - Rabu, 3 Februari 1965
5 1 Syawal 1385 - Jumat, 23 Januari 1966
6 1 Syawal 1386 Tanpa nomor Kamis, 12 Januari 1966
7 1 Syawal 1387 - Senin, 1 Januari 1968
8 1 Syawal 1388 267 Tahun 1968 Sabtu, 21 Desember 1968
9 1 Syawal 1389 - Kamis, 11 Desember 1969
10 1 Syawal 1390 - Senin, 30 November 1970
11 1 Syawal 1391 - Jum’at, 19 November 1971
12 1 Syawal 1392 97 Tahun 1972 Selasa, 7 November 1972
13 1 Syawal 1393 96 Tahun 1973 Sabtu, 27 Oktober 1973
14 1 Syawal 1394 66 Tahun 1974 Kamis, 17 Oktober 1974
A5 1 Syawal 1395 48 Tahun 1975 Senin, 6 Oktober 1975
16 1 Syawal 1396 - Sabtu, 25 September 1976
17 1 Syawal 1397 - Kamis, 15 September 1977
18 1 Syawal 1398 - Senin, 4 September 1978
19 1 Syawal 1399 64 Tahun 1979 Jum’at, 24 Agustus 1979
20 1 Syawal 1400 47 Tahun 1980 Selasa, 12 Agustus 1980
21 1 Syawal 1401 66 Tahun 1981 Sabtu, 1 Agustus 1981
22 1 Syawal 1402 68 Tahun 1982 Kamis, 22 Juli 1982
23 1 Syawal 1403 - Selasa, 12 Juli 1983
24 1 Syawal 1404 53 Tahun 1984 Sabtu, 30 Juni 1984
25 1 Syawal 1405 - Kamis, 20 Juni 1985
26 1 Syawal 1406 163 Tahun 1986 Senin, 9 Juni 1986
27 1 Syawal 1407 81 Tahun 1987 Jum’at, 29 Mei 1987

Sama halnya dengan tabel 2, dari tabel 3 di atas pun tidak ditemukan
perbedaan penetapan dalam penentuan awal bulan Syawal antara NU,

Muhammadiyah dan juga pemerintah, dikarenakan memang data yang

3 bid, 6-7.
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penulis peroleh hanya mencantumkan penentuan awal bulan Syawal versi
pemerintah saja, tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan
penetapan. Namun demikian dari tabel 3 di atas bisa diambil kesimpulan
bahwa sejak tahun 1381 — 1407 H / 1962 — 1987 M, isbat pemerintah RI

sudah diberlakukan.

B. Metode yang Digunakan dalam Ishat Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal
Bulan Qamariah
1. Konsep Hilal

Terbitnya hilal sebagai dasar penentuan awal bulan Qomariyah telah
dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dengan sistem ru’yah (observasi) dalam
berbagai hadisnya teniang penentuan awai bulan Ramadan, Syawal dan

Zulhijj ah, Rasulullah saw bersabda:

s 4 H 7. s ooy A, 1.2 1 o, 4 e L2 o -
Ry ERN @ cdog ol v Jo B st J6 6wy Wz 2 5

1z -

Vst 1004017 o &olc 54 2% 2002 G- [ g1 °AG. 20,z E2 | 203 W% 4 5% .

A1 SSCLE Lo OB 857 85 iV 3555 £5 154326 G ptes

“Dari Ibnu ‘Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: satu bulan hanya dua

puluh sembilan hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan

(hilal) dan jangan kamu berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup awan,
maka perkirakanlah.”

Sejalan dengan hadis di atas, surat al-Baqarah: 189 pun dengan

gamblang menyinggung konsep tentang Ai/al, yang disebutkan dengan kata

jamak ;{,y, berikut potongan ayatnya:

* Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 481.
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“mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit
itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji: dan
bukaniah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi
kebajikan itu jalah kebajikan orang yang bertakwa. dan masukiah ke rumah-
rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung. (QS. Al-Bagarah:189)”

Kalimat melihat As/al dalam hadis dan potongan ayat di atas
mencerminkan pengertian atau konsep yang sudah umum bahwa Af/a/ itu

s XA
( 20~ ‘\'

berkenaan dengan “sesuatu yang tampak” (&* &)  dan berhubungan

dengan bulan (gamar). Dalam bahasa arab Ai/al berarti J’*‘J‘ o (awal

penampakan bulan). Bulan dinamai A7/a/ pada dua, tiga atau bahkan sampai
tujuh malam dari awal bulan (syahr), begitu pula pada dua malam dari akhir
bulan, atau pada malam ke-26 atau ke-27. Ketika penampakan bulan sudah
penuh (£ }1“5‘) , maka ia disebut badr. Diluar keadaan-keadaan seperti

itu, bulan dinamakan gamar.”®

3 DEPAGRI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.), 153.

36 Abd. Salam Nawawi, Tradisi Fikih NU; Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur
Tentang Penentuan Awal Bulan Islam, Disertasi S3 IAIN Sunan Ampel Surabya,138.
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2. Cara Menentukan Kemunculan Hi/a/

Kementerian Agama RI menetapkan kriteria penampakan Ailal
dengan prinsip menggabungkan metode yang berkembang, yaitu Aisab dan
ru’yah yang mengambil keputusan Ai/a/ dapat dilihat kurang dari 2° apabila
ditinjau dari segi ilmu pengetahuan kemungkinan terjadinya akan sangat
kecil sekali. Begitu juga dengan negara-negara yang sudah menggunakan
kriteria yang dikemukakan oleh Kementerian Agama hanya berdasarkan
karena banyaknya pengalaman hisab haqigi di Indonesia yang menganggap
bahwa setiap Ailalyang berada di atas ufuk pasti dapat dilihat.3’

Adapun perbedaan kriteria penampakan Ai/a/ sangat berpengaruh
terhadap satu daerah dengan daerah lainnya, karena tidak semua tempat
berada dalam posisi yang sama. Hal ini terjadi juga karena ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi penampakan 4i/al, diantaranya:

a. Kemampuan mata manusia dalam melihat suatu objek tidak akan sama
walaupun untuk mata yang normal. Perbedaan ini akan sangat kecil
sekali, tetapi untuk memperkecil pengaruh faktor kemampuan mata
manusia pada waktu melihat 4i/al, hendaklah dilakukan oleh beberapa
orang.

b. Kecenderungan langit senja juga akan mempengaruhi pengamatan Ai/al,

karena kondisi lain yang redup akan memberikan kesempatan kepada

FSetyo Purwadi, “Mengapa Idul Fitri Bisa Berbeda: Telaah Terhadap Pemikiran Ahli Ru’yah
dan Ahli Hisab”, Jurnal HukamaVol. 1, (Januari 2007), 103.



W
[\°)

mata manusia untuk melihat 47/a/ dengan baik. Kondisi langit yang redup
itu terjadi pada saat matahari terbenam, karena itu untuk dapat melihat
hilal yang baik diperlukan pengetahuan cara penentuan waktu matahari
terbenam.

c. Paralaks horizon yang discbabkan karena adanya acuan dalam
penenetuan posisi benda-benda langit yang menggunakan pusat bumi
sebagai acuannya dan posisi pengamatan yang ada di permukaan bumi.
Perbedaan acuan antar pusat bumi ini tidak berpengaruh dalam
pengamatan benda-benda langit yang jauh seperti bintang-bintang, tetapi
untuk pengamatan benda-benda langit yang dekat seperti matahari dan
bulaa ‘efek 'paralaks horizon ini sangat berpengaruli’ sekali. Sebagai
contoh koreksi paralaks horizon untuk matahari sekitar 9”, tetapi untuk
bulan bisa mencapai 1°.%®

3. Akibat Hukum Kemunculan Hilal

Menurut al-Lais secara garis besar pendapat fukaha’ dalam
permasalahan ini terbelah menjadi dua aliran, yaitu®®:
a. Pendapat Jumhur Ulama’

Jumhur ulama’ berpendapat seluruh kawasan di muka bumi adalah satu

matla’ (ittifaq al-matla’)°. Apabila penduduk suatu negeri telah melihat

38 Ibid.

% < Abdurrahman Al Jaziri, al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987),
diterjemahkan oleh Husni Syawie, (Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 1998), 35.
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Hanya saja untuk ini diperlukan kesempatan membentuk lembaga yang
berstatus Qadi internasional yang dipatuhi oleh seluruh negara Islam.
Sebelum lembaga tersebut bisa diwujudkan, maka yang berlaku adalah
ketetapan Pemerintah RI masing-masing negara. Kedua, khusus untuk
penetapan Zulhijjah berlaku mat/a’ masing-masing negara. Dengan demikian
Indonesia dalam beridul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang
berbeda matla’*!
4. Yang berwenang Menentukan Awal Bulan Qamariah
Sebagai pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan
yang terjadi di masyarakat, Pemerintah RI Indonesia yang dalam hal ini
diwakili Kementrian Agama Republik Indonesia berhak mengambil
keputusan dalam penentuan awal bulan Qamariah (Ramadan, Syawal, dan
Zulhijjah ), karena masih saja terjadi perbedaan dalam penetapan bulan
tersebut, baik antara Pemerintah RI dengan satu kelompok masyarakat
ataupun antar kalangan masyarakat itu sendiri. Pemerintah RI berupaya

untuk selalu bersikap akomodatif terhadap semua pendapat dan mencari

alternatif lain menyelesaikan pendapat-pedapat yang berkembang.

! Abdusshomad Buchori, et al. 10! Masalah Hukum Islam Sebuah Produk Fatwa Majelis
Ulama Indonesis, (MUI Jawa Timur bekerja sama dengan Pustaka Dai Muda, 2003), 43.
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Kementrian Agama yang bertugas menyelesaikan masalah ini
membentuk sidang /sbar yang dipimpin oleh Menteri Agama*’ dan dihadiri
undangan, baik perorangan maupun utusan dari satu organisasi. Sidang isbat
ini menetapkan satu keputusan yang diambil dari data-data yang dilaporkan
oleh berbagai pihak (baik ru’yah maupun hisab) yang menghasilkan
keputusan, dan kemudian keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama
pada saat itu juga.

Keputusan yang diambil Pemerintah RI tidak jarang masih saja
ditentang oleh kalangan yang merasa tidak seusai dengan pendapatnya tanpa
mengingat bahwa kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penetapan
awal bulan Qamariah (Ramadan, Syawal, dan Dzuhijjah) ada di tangan
Kementrian Agama. Sehingga kelompok tersebut tidak mengikuti hasil
keputusan Pemerintah RI, melainkan bisa saja mereka melaksanakan puasa,
idul fitri, atau idul adha sesuai pendapatnya.

Dari pengalaman isbat yang telah lalu, diperoleh suatu gambaran
kebijakan sebagai berikut:

4. Sidang isbat selalu memperhatikan hasil ru’yah dan hisab. Oleh karena
itu keputusan-keputusan dari sidang yang lalu sesuai dengan laporan

hasil ru’yah dan hisab.

‘2 Dalam pelaksanaan sidang, kadang tidak langsung dipimpin oleh Menteri Agama, tetapi
Dirjen Bimas Islam, sebagai contoh sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1431 H tidak dipimpin
langsung oleh Menteri Agama, ini dikarenakan Menteri Agama sedang tugas menjadi Amirul Hajj di
Mekkah.
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5. Jika menurut fpisab yang akurat A4i/al masih di bawah ufuk kemudian ada
yang melaporkan telah melihat 47/a/, maka laporan tersebut ditolak.

6. Jika menurut hisab yang akurat posisi hi/al untuk seluruh wilayah
Indonesia sudah di atas ufuk, namun tidak ada satu laporan pun yang
menyatakan berhasil melihat 4ifa/, maka awal bulan ditetapkan
berdasarkan hisab.

7. Jika wilayah Indonesia terpotong oleh garis ketinggian Ai/al nol (0)
derajat - pada sebelah barat garis tersebut A7/3/ sudah di atas ufuk dan
sebelah timurnya masih di bawah ufuk, maka yang dijadikan pedoman
adalah hasil ru’yah.

Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Urusan
Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Mudzakkir,® bahwa dalam mazhab
Syafi’i mensyaratkan bahwa penctapan (isbat ) awal bulan Qamariah
khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah harus dilakukan Pemerintah
RI atau gadi. Apabila Pemerintah RI telah menetapkan, maka seluruh umat
Islam wajib mengikuti dan mentaati melaksanakannya. Sedang mazhab
Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak mensyaratkan harus ditetapkan oleh

permerintah atau gady. Tetapi jika Pemerintah RI telah menetapkan, dengan

 Mudzakkir, “Pedoman Hisab Ru’yat Departemen Agama RI,” makalah ini disampaikan pada
Acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Ru'yah Nahdlatul Ulama, diselenggarakan oleh
Lajnah Falakiyah PBNU, Semarang, 17-23 Desember 2006, 6-7.
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cara apapun (ru’yah atau jisab), maka umat Islam wajib mengikuti dan
mentaatinya.
Lebih lanjut Mudzakkir menjelaskan ada beberapa keuntungan
dengan adanya sidang gadi Pemerintah RI, antara lain:
1. [Isbat diperlukan untuk mendapatkan keabsahan.
2. Isbat diperlukan untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem
pelaporan.
3. Isbat diperlukan untuk penyatuan umat dan menghilangkan perbedaan
pendapat. Semuanya wajib mengikuti dan mentaati, serta tidak boleh

lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiyah.

C. Metode Imkan al-Ru’yah Sebagai Payung Pemersatu Perbedaan Penentuan Awal Bulan
Qamariah

Sebenarnya selain pertimbangan ru’yah dan hisab, Pemerintah RI
berusaha mengakomodir semua pihak, yakni dengan mendekatkan atau
menjembatani dua mazhab besar tersebut, yaitu dengan adanya imkan al-ru 'yah.
Schingga mazhab imkan al-ru’yah muncul sebagai upaya bagaimana hasil
hisabnya dapat sesuai dengan ru’yah dan ru’yah-nya tepat sasaran sesuai
dengan data hisab-nya, mengingat objek sasarannya sama, yakni Ailal. Hanya
saja kriteria fmkan al-ru’yah masih belum ada kejelasan dan kesepakatan.

Berdasarkan lembaran sejarah pemikiran hisab ru’yah, ternyata embrio

(kalau tidak dikatakan munculnya mazhab secara utuh) mazhab imkan al-
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ru’yah, sudah lama diperbincangkan dikalangan ulama figh, bahkan yang
memeloporinya, seperti: al-Qalyubi, Ibnu Qasim al-‘Ubbadi, al-Syarwani, dan
Al-Subhi. Hanya saja, kriteria imkan al-ru’yah-nya belum ada kesepakatan atau
belum ada kriteria yang dapat diterima semua pihak.**

Oleh karena itu, melihat pentingnya kriteria imkan al-ru’yah tersebut,
Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Agama -sekarang Kementerian
Agama—merasa perlu memberikan solusi alternatif dengan menawarkan kriteria
yang dapat diterima semua pihak, apalagi didorong oleh Keputusan
Musyawarah Kerja Hisab Ru’yah tahun 1998/1998 di Ciawi Bogor yang
meminta diadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang
imkan al-ru’yah . Oleh karena itu, pada bulan Maret 1998 dilakukan pertemuan
dan musyawarah ulama ahli fiisab dari berbagai ormas Islam, yang juga diikuti
oleh ahli astronomi dan instansi terkait. Pertemuan tersebut diantaranya yang
menghasilkan keputusan:

1. Penentuan awal bulan Qamariah didasarkan pada imkan al-ru ‘vah, sekalipun
tidak ada laporang ru’yah al-hilal.

2. Imkan al-rv’yah dimaksud didasarkan pada tinggi hi/al 2 derajat dan umur
bulan 8 jam dari saat jjtima’ hisab saat matahari terbenam;

3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sisterm hisab haqiqi

kontemporer;

“ Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Ru’yah, 136-137.
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4. Laporan ru’yah al-hilal yang kurang dari dua derajat dapat ditolak.*’
Keputusan tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang
dihasilkan oleh Komite Penyelarasan Ru’yah dan Taqwim Islam MABIMS
(Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ini terbukti
dengan adanya salah satu hasil keputusannya yang menyatakan: “Had atau batas
minimal ketinggian yang dijadikan pedoman imkan al-ru’yah dan diterima oleh
ahli hisab falaki syar’i di Indonesia serta negara-negara MABIMS adalah dua
derajat dan umur bulan minimal delapan jam dari saat ijtima’, perlu

dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang sistematis dan ilmiah.”*

* Ibid, 141.
% Ibid, 142.



BAB I

PANDANGAN PARA TOKOH STRUKTURAL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) DAN PIMPINAN
WILAYAH MUHAMMADIYAH (PW) JAWA TIMUR TERHADAP
ISBATPEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN
QAMARIAH

A. Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Jawa Timur Terhadap Ishat Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan
Qamariah

Untuk mempermudal penulisan, penulis akan mengklarifikasi pandangan
para tokoh struktural PWNU Jawa Timur terhadap beberapa point sebagai
berikut: terminologi /shat pemerintah RI, landasan hukum, hukum
mengikutinya, syarat-syarat ishat pemerintah RI, fungsi dan kedudukan isbar
Pemerintah RI, implikasi hukum yang ditimbulkan dengan adanya isbat
pemerintah RI.

Dengan tidak bermaksud mengecilkan arti dari para tokoh PWNU
lainnya, penting dikemukakan bahwa deskripsi berikut ini hanya akan
menyajikan pandangan dari beberapa tokoh PWNU tertentu saja, yaitu mereka
yang menurut “rekomendasi” memenuhi kualifikasi, memiliki konsen dalam

penelitian ini serta yang mempunyai waktu luang untuk penulis wawancarai.

60
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Yang kesemuanya menduduki jabatan struktural pada periode 2008-2013.

Mereka yang terpilih sesuai kualifikasi diatas adalah:

1.

Drs. K.H. Syafruddin Syarif

Dilahirkan di Jakarta 15 1966. Menempuh pendidikan formal di SD
Islam At Taufiq wal Hidayah Kelurahan Galur Cempaka Putih Jakarta
Pusat, tamat pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan studinya ditingkat
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah Hidayatul
Mubtadi’in Lirboyo Kediri, tamat pada tahun 1985. Setamat dari Pondok
Pesantren Lirboyo, Drs. K.H. Syafruddin Syarif mulai mengamalkan
ilmunya, yakni mengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong
Probolinggo, yang diasuh oleh K.H. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH.,
MM yang sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU
Jawa Timur. Selain mengajar, dia sambil menempuh studi S1 di STAI
Zainul Hasan, tamat pada tahun 1991.

Selain itu, dia pernah menimba ilmu, ngaji khataman kitab Bukhari
kepada kyai Jamal Pethuk Kediri, ngaji kitab Mizan Kubro selama 10 hari
di sebuah pondok yang diasuh oleh kyai Dimyati Kaliwungu Kendal Jawa
Tengah, tetapi belum sampai hatam, dia diminta untuk meramaikan
pengajian ramadanan dirumahnya.

Sebagai pengalaman organisasinya, Drs. K.H. Syafruddin Syarif

pernah menjadi Wakil Senat Mahasiswa STAI Zainul Hasan, Wakil
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Sekretaris Lajnah Bahsul Masaiil PWNU Jawa Timur, Wakil Katib PWNU
Jawa Timur, dan sekarang dia menjabat sebagai Ketua Katib PWNU Jawa
Timur periode 2008-2013."

Drs. K.H. Syafruddin Syarif mendefinisikan isbat pemerintah RI
sebagai penetapan pemerintah RI tentang tanggal 1 bulan Hijriah, seperti
tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal yang diekpost keluar dan diadakan sidang
dengan beberapa tokoh. Dalam mendefinisikan ishat ini dia menggunakan
kaidah fikhiyah, %l g5 ,s'@d &2 jadi  dalam  pandangannya,
pemerintah RI mempunyai wewenang untuk menetapkan penetapan tanggal
1 bulan Hijriah, terutama ketika terjadi khilaf atau perbedaan. Dia
mencontohkan ketika ada perbedaan pendapat yang satu sudah melihat
hilal, sedang ditempat lain belum, mungkin dikarenakan mendung, maka
dalam hal ini ketetapan pemerintah RI berlaku untuk semua kalangan, baik
bagi kalangan yang berada ditempat dimana Ai/a/ sudah bisa dilihat maupun
ditempat yang hi/al belum bisa dilihat. Padahal semestinya, dalam Aadis
dijelaskan bagi daerah yang tidak melihat Ai/2l maka harus
menyempurnakan (is¢/kmal) bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.

Landasan hukum yang dia gunakan dalam pandangannya terhadap
isbat pemerintah RI adalah kaidah a2ty D3 2 2 stayl $3#e5 dan

O &35 o571 (,i;. kaidah ini pun hanya bisa diterapkan manakala isbat

! Syafruddin Syarif, Wawancars, Surabaya, 14 Juli 2011.
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pemerintah RI telah memenuhi syarat, yakni khusus untuk NU ketika
pemerintah RI mengambil keputusan dalam sidang ishat-nya dengan
berdasarkan ru’yah, hisab hanya sebatas penunjang saja, maka warga NU
wajib mengikuti ketetapan pemerintah RI tersebut. Sebab menurut beliu,
hilal bisa ditetapkan hanya dengan ru’ yah. Dan ketika tidak berdasarkan
ru’yah, maka warga NU tidak wajib mengikutinya. Ini dikarenakan menurut
pandangan beliau, ketika pemerintah RI memutuskan tidak berdasarkan
ru’yall, keputusannya salah, oleh karenanya tidak wajib untuk diikut,
S et 3 ,_’QJL.J 0¥  Pandangannya tercermin dalam penegasan
berikut: “Ketika dia mengambil keputusan berdasar Aisab saja dan
bertentangan dengan ru’yah, maka pemerintah RI kita nyatakan salah dalam
hal ini, maka kita tidak wajib mengikuti pemerintah RI yang salah, gitu.’?
Dalam kondisi seperti ini, NU berhak ikhbar. Sebagaimana yang
beliau katakan: “Jadi kalau dari kami, dari ormas NU, kita harus mengikuti
pemerintah RI, syaratnya selama pemerintah RI itu mengambil keputusan
itu berdasarkan ru’yah.”
Dia juga menambahkan, ketika keputusan pemerintah RI sudah

memenuhi syarat, maka sebagai implikasi hukumnya masyarakat Indonesia

seluruhnya wajib mengikutinya. Di Indonesia sendiri ini belum sepenuhnya

2 bid,
3 id,



berjalan dengan baik, salah satunya dikarenakan pemerintah RI masih
memberikan toleransi untuk menghindari kerusuhan-kerusuhan yang akan
terjadi jika dipaksakan umntuk ikut dengannya. Sebagai implikasinya, jika
tidak mengikuti ketetapan pemerintah RI, misal pemerintah RI
memutuskan sudah lebaran, sedang masyarakat masih puasa, maka
puasanya haram.

Berkaitan dengan fungsi ssbat pemerintah RI manakala sudah
memenuhi syarat, fungsinya sangat penting sekali. Saking besarnya fungsi
tersebut, Drs. Syafruddin Syarif menempatkan kedudukan isbar dalam
urutan pertama dibanding keputusan atau penetapan lainnya.

K.H. Abdurrahman Navis, Lc

K.H. Abdurrahman Navis, Lc dilahirkan di sebuah desa di kabupaten
Sampang Madura pada tanggal 19 Mei 1963. Dia menempuh pendidikan
formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pondok Pesantren al-lhsan Jarangoan
Sampang dan tamat pada tahun 1977. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs)
dia tempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sidogiri Pasuruan dan
tamat pada tahun 1980. Setelah itu, dia melanjutkan Madrasah Aliyah di
Pondok Pesantren Dar al-Rahman Jakarta dan selesai pada tahun 1984. Dua
Pondok Pesantren inilah yang menjadikan pola pikirmya mulai terasah
dengan baik. Dia juga banyak memperdalam ilmu pengetahuan dan Bahasa

Arab di LIPIA Jakarta. Selam di LIPIA dia tergolong mahasiswa yang
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cerdas, hingga akhimya dia lulus dengan predikat mumtaz (istimewa) dan
berhak mendapatkan beasiswa untuk studi agama di Universitas Imam
Muhammad bin Su’ud Riyad selama 3 tahun, dan mendapat gelar Licence
(Lc) pada tahun 1989. Selanjutnya, dia melanjutkan S2 di Universitas Darul
Ulum (Undar) Jombang dan mendapatkan gelar Magister Hukum Islam
(M.H.I) pada tahun 2007.

Saat ini dia mengasuh sebuah Pondok Pesantren Nurul Huda
Surabaya, dan mengajar di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Di NU K.H. Abdurrahman Navis pernah menduduki Wakil Rais Syuriyah
PCNU Surabaya sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Lajnah Bahsul
Masail NU Jawa Timur periode 2002-2007. Pada tahun 2007 sampai
sekarang dia menjabat Wakil Katib PWNU Jawa Timur. Selain di NU, dia
pernah menjadi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Jawa Timur.

Isbat pemerintah RI menurut Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda
Sencaki Surabaya ini adalah sebuah implementasi dan pelaksanaan dari
kaidah figh  C9 4355 gl o 4L

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa acuan yang digunakan oleh
pemerintah RI dalam melakukan isbat awal bulan Qamariah adalah sunnah
atau perbuatan Nabi. Ketika itu, Nabi disamping sebagai Rasulullah, juga

sebagai kepala pemerintah RI. Sama halnya dalam urusan ‘wbudiyyah
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seperti penentuan awal bulan Qamariah, Nabi-lah yang berwenang untuk
menetapkannya. Sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Ya wewenang itu, acuannya kepada ru’yah 453 l93kils 455 250  fisab
sebagai penunjang untuk rv’yah, acuannya sunnah, ya perbuatan Rasulullah
itu sendiri, dalam posisinya sebagai kepala negara, pemerintah RI
disamping juga beliau sebagai Nabi tentunya yang menentukan penentuan 1
Syawal, Ramadan melalui ru’yah, dalil itu kan tidak harus jauh, tapi
perbuatan itu lebih kuat.*

Mengenai hukum mengikuti isbat pemerintah RI, menurut
Abdurrahman tidak ada dalil yang mengatakan bahwa isbar harus diikuti,
tapi di zaman Nabi ketika beliau ishat, semuanya mengikuti. Menurutnya,
perbedaan di Indonesia itu lebih kepada konteks wacana ilmiyah. Apalagi
kemudian pengakuan terhadap pemerintah R1 itu sendiri juga berbeda. Tapi
dalam konteks ke-NU-an, pemerintah RI diakui sebagai waliyyul amri
daruriy bi as-syaukah, artinya pemimpin yang dalam kondisi darurat
bersyarat, tidak mutlak. Tapi dalam konteks yang diperlukan, maka wajib
ditaati. Abdurrahman setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa
ketika isbat yang dilakukan telah memenuhi syarat, yaitu pemerintah RI
sudah mendapatkan ikhbar dari seseorang yang dipercaya melihat bulan,
maka wajib untuk diikuti. Dalam hal ini, dia juga menekankan pada metode
yang digunakan oleh pemerintah RI harus dengan ru’yah. Jika tidak

menggunakan ru’yah, maka tidak wajib untuk diikuti. Sebagai

implikasinya, ketika isbat yang dilakukan oleh pemerintah RI telah

4 Abdurrahman Navis, Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2011,
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memenuhi syarat, namun tidak diikuti oleh rakyat Indonesia, maka puasa
yang dilakukan tidak sah. Selain itu juga, implikasi terhadap pembayaran
zakat dan pelaksanaan shalat Id. Ringkasnya menurut beliau, ada dua
dampak yang ditimbulkan dari ishar pemerintah RI, sebagaimana
ditegaskan dalam pernyataannya berikut ini: “(1) masalah sikap masyarakat
yang bingung dengan perbedaan itu. (2) implikasi hukum, baik itu
menyangkut pembayaran zakat fitrah, pelaksanaan salat id, kemﬁdian
pelaksanaan puasa, ya banyak implikasi hukumnya itu.”

Mengacu kepada fungsi dan kedudukan ishar pemerintah RI itu

sendiri, lebih lanjut Abdurrahman Navis mengatakan fungsi ishat sangat

kuat, hanya tingkat ketaatannya yang berbeda. Sedang kedudukannya

dalam hukum Islam sejalan dengan kaidah Csdu ‘Ce,S ’(l)i ‘.S\:L! AWX )

B. Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa
Timur Terhadap Isbat Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Sama halnya dengan pandangan para tokoh struktural NU, pandangan
para tokoh struktural PW Muhammadiyah pun diklarifikasikan ke dalam

beberapa poin, yaitu terminologi sbat pemerintah RI, landasan hukum, hukum

mengikutinya, syarat-syarat isbat pemerintah RI, fungsi dan kedudukan isbar

5 Abdurrahman Navis, Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2011.
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pemerintah RI, implikasi hukum yang ditimbulkan dengan adanya Jisbar
pemerintah RI.

Dan dengan tidak bermaksud mengecilkan arti dari para tokoh PW
Muhammadiyah lainnya, penting dikemukakan bahwa deskripsi berikut ini
hanya akan menyajikan pandangan dari beberapa tokoh PWM tertentu saja,
yaitu mereka yang menurut “rekomendasi” memenuhi kualifikasi, memiliki
konsen dalam penelitian ini serta yang mempunyai waktu luang untuk penulis
wawancarai. Yang kesemuanya menduduki jabatan struktural pada periode
2010-2015. Mereka yang terpilih sesuai kualifikasi diatas adalah:

1. K.H. Muammal Hamidy, Lc

Dilahirkan di desa Sedayu Lawas Lamongan pada tanggal 1
September 1940, sosok tokoh PWM ini memulai pendidikan formalnya di
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sedayu Lawas Lamongan, tamat pada tahun
1955, melanjutkan jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Tebuireng
Jombang, tamat pada tahun 1958, kemudian Madrasah Aliyah di MA
PERSIS Bangil Pasuruan, tamat pada tahun 1963. Setelah itu, beliau studi
di Perguruan Tinggi Madinah Al Munawwarah untuk menyelesaikan
jenjang S1 dan mendapat gelar Licenc (Lc).

Dalam pengalaman organisasinya, suami dari Hj. Zainab ini pernah
menjadi Ketua PCM Bangil, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim,

Wakil Ketua PWM Jatim periode 2000-2010, Wakil Ketua MUI Jatim
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periode 2000-2005, Anggota Dewan Pakar ICMI periode 2000-2005. Dalam
kesehariannya, beliau mempunyai kesibukan tulis-menulis dan mengajar
serta dakwah. Saat ini dia tercatat Dosen Ma’had lil figh wad Da’wah
Bangil. Beberapa karya tulis yang sudah beliau torehkan antara lain:
Tarjamah Naylul Autar, Tatjamah Syarh Riyad as-salihin, Tanda-tanda
Husnul Khatimah, Do’a dan Zikir, Tuntutan Shalat Praktis, dan lain-lain.
Buku yang sedang beliau selesaikan dan hampir diterbitkan oleh penerbit
Bina Ilmu Surabya saat ini adalah Beragam Do’a Mustajabah.

Muammal mendefinisikan ishat sebagai suatu penetapan yang
dilakukan oleh pemerintah RI setelah mendengar adanya ru’yah dari tim,
jika diketahui adanya Ai/al, maka ditetapkan, jika ternyata Ai/a/ belum
tampak, maka pemerintah RI tidak berhak mengeluarkan isbat. Acuan yang
digunakan oleh pemerintah RI dalam hal ini adalah bahwa secara yuridis
formal pemerintah RI, dalam hal ini Kementrian Agama berwenang untuk
mengurusi bidang keagamaan. Dan sebagai dasar syar’j, adalah perbuatan
Rasulullah ketika beliau mendapat laporan dari sahabat yang melakukan
ru’yah, kemudian Nabi menyuruh untuk diumumkan.’

Dalam persyaratan ishat, Muammal berpendapat bahwa isbat harus

dilakukan oleh sebuah tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah RI, yakni

6 Uswah, edisi MPA 297/Juni 2011, 34-35.
” Muammal Hamidy, Wawancara, Surabaya, 16 Juli 2011.
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Badan Hisab Rukyah, yang dikoordinir oleh Kementrian Agama. bukan
sembarang orang. Dalam hal ini Kementrian Agama hanya sebatas
koordinator atau pelayan saja dalam urusan ini. Bukan sebagai hakim. Oleh
karenanya, isbat pemerintah RI, menurut beliau tidak bersifat mengikat
dan tidak wajib untuk diikuti. Dan kedudukannnya hanya terbatas pada
fungsi isbat itu sendiri, yakni menetralisir ikhtilaf yang ada. Karena
pemerintah RI tidak berhak diikuti dalam urusan agama, dia hanya berhak
diikuti dalam urusan-urusan kepemerintahan, misalnya penentuan Hari
Libur Nasional, maka ishaf pemerintah RI ini pada dasarnya hanya
mengikat permasalahan tersebut, bukan pada penentuan hari-hari untuk
menjalankan aktifitas ibadah, seperti penentuan awal bulan Qamariah.

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.

Dilahirkan di Pamekasan Madura pada tanggal 23 September 1956,
ayah dari tiga anak ini tercatat sebagai Dosen Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 di UIl Yogyakarta. Di Muhammadiyah
suami dari Siti Farida, S.Pd. ini menjabat sebagai Anggota Majelis Tarjih
dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur tahun 1990 sampai sekarang.
Beberapa buku yang beliau tulis sesuai kapabilitas keilmuannya dalam

bidang yang ditekuni dan menjadi salah satu buku rujukan mata kuliah
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Fikih Mawaris dan Ilmu Falak adalah Zmuy Falak; Dasar-dasar Hisab
Praktis, dan Figh Mawaris.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan Muammal Hamidy dalam
mendefinisikan isbat Pemerintah RI, Ustaz Mukarram mengatakan isbat
adalah penetapan pemerintah RI dalam suatu sidang yang dihadiri ormas-
ormas Islam, instansi dan pejabat yang berkaitan untuk menetapkan awal
bulan Qamariah. Pada dasarnya apa yang dilakukan pemerintah RI ini baik-
baik saja, hanya persoalannya tidak semua organisasi Islam sepakat
menerima isbat ini secara konsisten. Hal ini disebabkan persoalan tersebut
bukan merupakan wewenang pemerintah RI untuk mengurusinya, karena
persoalan penentuan awal bulan Qamariah masuk dalam ranah fighiyyah,
yang syarat dengan khilaf  [syial s 5w (;_{,’. seperti yang beliau
katakan:

Ya kan ada kaidah dalam hukum yang menyatakan oo §353 o5 2
atau adaredaksi =~ M A5 A1 2SS bahwa keputusan pemerintah
RI itu menganulir perbedaan, kan seperti itu, iya toch. Itu sebuah kaidah
hukum yang sudah sama-sama diketahui oleh para ulama, apakah itu dari
pihak NU maupun dari Muhammadiyah, maupun yang lain. Hanya
persoalannya sekarang konsistensi. Ambil contoh misalnya begini, ketika
Menteri Agamanya dulu masih pak Malik Fajar atau katakanlah bukan
orang NU, terjadi perbedaan pendapat, dalil itu tidak pernah digunakan.?
Isbat pemerintah RI pun harus berdasarkan laporan tentang

keberhasilan atau ketidakberhasilan merukyah 4i/a/, Perbedaan yang ada

itu dikarenakan adanya beberapa ormas yang masih berpegang teguh

8 Mukarram, Wawancara, Surabaya, Senin 18 Juli 2011.
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dengan pedoman atau metode yang dijadikan sebagai rujukan dalam
penentuan awal bulan Qamariah. Selain itu juga, di Indonesia sendiri
perbedaan tersebut cenderung ada nilai politisnya.

Tentang kedudukan isbat menurut beliau sama halnya seperti
fatwa, sebagai implikasi hukumnya, maka ishbar tidak wajib untuk
diikuti.

3. Drs. Syamsuddin, M.Ag

Dilahirkan di Bangil pada tanggal 12 September 1967, Syamsuddin
memulai pendidikan formalnya pada tingkat dasar di SD Negeri Bangil,
tamat pada tahun 1981. Kemudian di SMP Negeri Bangil dan tamat pada
tahun 1984, selanjutnya di SMA Muhammadiyah Bangil, tamat pada tahun
1987. Saat studi ditingkat Aliyah, ia juga sambil menimba ilmu di Ma’had
Dar al-Lugah Bangil dan tamat Vpada tahun 1987 juga. Menempuh SI pada
Fakultas Syariah UNMUH Surabaya, lulus pada tahun 1992. Selanjutnya
jenjang S2 ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus pada
tahun 1996.

Dalam mendefinisikan isbat pemerintah RI KH. Syamsuddin merujuk
pada definisi yang ada di dalam kamus. /shat merupakan masdar dari £i’il
madi asbata, dengan mengikuti wazan af’ala yuf’ilu if alan, yang bermakna
proses penetapan. Kemudian secara istilah, ishat menurut beliau adalah

penetapan pemerintah yang di dasarkan pada sebuah sidang. Pada dasarnya
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setiap ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah maupun ormas Islam
lainnya berhak mengeluarkan penetapan awal bulan Qamariah berdasarkan
metode atau caranya masing-masing. Karenanya, wajar jika akhirnya, dalam
penentuan awal bulan Qamariah muncul isbar NU, isbat Muhammadiyah,
dan isbat pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama.’

Mengenai landasan isbat yang digunakan pemerintah RI, menurut
Syamsuddin, dikarenakan pemerintah merasa mendapat amanat dari
undang-undang untuk ikut dalam penentuan awal bulan Qamariah. Nammum,
amanat ini hanya terbatas pada fungsi pemerintah sebagai otoritas yang
memberikan jaminan keamanan bagi semua warganya dalam menjalankan
ajaran agama sesuai keyakinannya. Bukan malah ikut masuk dalam
keyakinan tersebut. Beliau menganalogikan pemerintah dengan Raja Jawa
yang mempunyai julukan Sayyidin panotogomo Halifatuliah ing tanah
Jawa, yakni pemimpin yang memberikan perlindungan dalam bidang agama,
karena ia merasa mempunyai amanat dari Tuhan. Dalam hal ini, pemerintah
hanya koordinator saja. Pemikiran Syamsuddin tercermin dalam
penegasannya berikut:

pemerintah sifatnya mengakomodir, pemerintah tidak boleh terlalu masuk
dalam urusan-urusan yang bersifat partikular, memberikan jaminan
keamanan bagi warganya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Kalaun
disuruh ikut, padahal tata cara penetapannya berbeda, nanti timbul mazhab
pemerintah. Seperti peristiwa Mihna dalam sejarah Islam, pegawai

° Syamsuddin, Wawancara, Surabaya, 15 Juli 2011.
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pemerintah harus dari golongan mu’tazilah. Tidak fair, jangankan, wong
belum ada mazhab pemerintah, lho masih, katakanlah kalau Menteri
Agamanya dari NU, itu sudah keliatan menganaktirikan yang lainnya,
padahal itu masih person yang menempatl apalag1 kalau sudah ada mazhab
pemerintah, tambah ngawur ae.'

Dalam kaitannya apakah isbat harus diikuti, Syamsuddin dengan
tegas menyatakan bahwa jsbat sama sekali tidak wajib untuk diikuti. Hal ini
dikarenakan di Indonesia belum ada tolak ukur yang sama dalam penentuan
awal bulan Qamariah. Seandainya pemerintah memaksakan agar isbat-nya
ingin diikuti, maka harus dibentuk sebuah undang-undang yang dibuat oleh
DPR, bukan oleh Menteri. Karenanya, menurut beliau isbat yang dilakukan
oleh Menteri Agama itu tidak mempunyai kedudukan dalam tata hukum di
Indonesia dan juga dalam hukum Islam. Dan yang dimaksud a/-hakim dalam
kaidah Aukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul hilaf menurut Syamsuddin
adalah undang-undang. Karenanya kaidah tersebut tidak bisa diberlakukan
di Indonesia, yang mnofabene adalah negara yang berlandaskan pada
Pancasila, bukan negara Islam. Karena seandainya kaidah tersebut
dipaksakan diberlakukan di Indonesia, maka konsekuensinya harus dibentuk
sebuah undan-undang tentang penentuan awal bulan Qamariah, dan ini akan
menimbulkan dampak yang sangat besar, karena memaksakan faham

tertentu kepada masyarakat dan ada unsur pelanggaran HAM.

° mbid.
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Syamsuddin menyarankan, dalam penentuan awal bulan Qamariah
hendaknya pemerintah tidak usah ikut campur, cukup kembalikan
permasalan tersebut kepada masing-masing ormas Islam. Biarkan
masyarakat mengikuti para tokoh-tokoh ormasnya. Karena menurut beliau,
rasa kesetiaan itu jauh lebih besar tumbuh kepada dalam lingkungan atau
ormas dimana seseorang berinteraksi, dari pada kepada pemerintah. Lebih
lanjut beliau menyarankan, perbedaan yang ada dalam penentuan awal
bulan Qamariah hendaknya dihormati. Hal tersebut merupakan konsekuensi
bahwa penentuan awal bulan Qamariah merupakan persoalan partikular,
bukan persoalan universal, dimana yang menjadi pokok perdebatannya
adalah tatacara penentuannya (partikular), bukan pada ibadah dalam bulan
Qamariah tersebut.'’

Drs. Nadjib Hamdi, M. Si

Dilahirkan di Lamongan pada tanggal 17 Desember 1964, suami dari
Luluk Humaidah ini memulai pendidikan formalnya di Ml Muhammadiyah
Paciran, kemudian MTs Muhammadiyah Paciran, hingga MA
Muhammadiyah Paciran. Pernah juga mengenyam pendidikan di Ma’had
Ali Ilmu Fikih dan Dakwah Bangil Pasuruan, selanjutnya menamatkan
jenjang S-1 di Fisip jurusan Ilmu Administrasi, S-2 di Ilmu Administrasi

dan Kebijakan Publik serta S-3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pernah

" bid.
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menjabat Ketua PC IPM Paciran, Sekretaris PD [PM Lamongan, Anggota
Panwaslu Jatim 2003-2004, Anggota KPU Jatim 2008-2013, dan sekarang
beliau menjabat sekretaris PWM Jawa Timur.

Isbat dalam pandangan Nadjib adalah sebuah pengumuman
pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah yang semestinya
didasarkan pada beragam pendapat dari seluruh peserta sidang isbar. Namun
dalam prakteknya, isbat hanyalah sebuah pengumuman tentang penetapan
awal bulan Qamariah yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama
sebelumnya. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada silang pendapat dari
para peserta sidang. Menurut Nadjib, isbat murni menggunakan tata cara
versi pemerintah, tidak mengakomodir dari metode yang digunakan oleh
ormas Islam. Karenanya, isbat pemerintah rawan dengan muatan politis dan
bersifat hegemonik. Beliau mencontohkan dalam patokan 4i/a/ misalnya,
pemerintah memberikan batas minimal 2 derajat. Pembatasan 2 derajat ini,
menurut Nadjib tidak mempunyai dasar atau pijakan yang valid."?

Sama halnya dengan Syamsuddin, mengenai hukum mengikuti isbat,
Nadjib pun berpendapat bahwa isbat sama sekali tidak wajib diikuti. Alasan
ini didasarkan pada anggapan beliau tentang kedudukan isbar. Dalam
anggapannya, kedudukan isbaf, baik dalam hukum Islam maupun tata

hukum di Indonesia tidak ada. Dalam hukum Islam beliau tidak menemukan

1> Nadjib Hamid, Wawancara, Surabaya, 22 Juli 2011.
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adanya ishat pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Sebab
negara Indonesia bukanlah negara Islam yang dengan mudahnya
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya, seperti
kaidah fikhiyah pun tidak bisa diterapkan di negeri ini. Beliau menegaskan,
konsep gadi hanya bisa diterapkan pada sebuah negara yang menggunakan
sistem hukum Islam sebagai pijakannya, seperti Arab Saudi. Ia
menambahkan, begitu juga kedudukan isbat dalam tata hukum di Indonesia,
tidak ada undang-undang ataupun peraturan menteri tentang kewajiban
mengikuti isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah."?
Persoalan penentuan awal bulan Qamariah biarlah masyarakat sendiri
yang mengurusinya sebagaimana mereka menjalankan aktivitas shalat
dalam kehidupan kesehariannya. Pada zaman Nabi, penentuan masuknya
waktu shalat memang selalu didasarkan oleh bayang-bayang matahari atau
dengan media tongkat, tetapi zaman sekarang cara seperti itu tidaklah
digunakan, masyarakat Indonesia cukup melihat jam. Begitu juga dalam
memulai awal bulan, selain bulan Zulhijjah, Ramadan dan Syawal,
masyarakat cukup mengacu pada kalender. Nadjib sangat heran dengan
tindakan pemerintah (Menteri Agama) yang tidak konsisten dalam
menggunakan kalender yang sebetulnya juga produk buatannya.

Inkonsistensi ini terbukti pada tindakan pemerintah yang selalu

B Ibid.
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mengadakan isbat penentuan awal bulan Zuthijjah, Ramadan dan Syawal
setiap tahunnya. Mestinya, pemerintah tidak perlu melakukan isbar dengan
praktek ru’yal, mereka cukup mengacu pada kalender saja. Beliau
mendasarkan pendapatnya ini pada Aadfs Nabi dengan mengartikan rv’yah
sebagai fa’abbudi ta’aqquli al-ma’na, yakni ru 'yah bisa dikembangkan dan
dirasionalkan dengan teknologi maupun sistem perhitungan. Dan inilah

yang beliau maksud dengan ru’yah bi al-ilmi.”*

4 Ibid.
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STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PARA TOKOH
STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA

(PWNU) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA
TIMUR TENTANG ISBAT PEMERINTAH RI DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

Analisis dalam bagian ini merupakan pembacaan verifikatif dalam
paradigma kaidah fikih (3] 55535 ?t)! oS B c;_(;- terhadap pandangan para tokoh
PWNU dan PWM Mubhammadiyah mengenai penetapan pemerintah dalam
penentuan awal bulan Qamariah. Analisis ini memang menggunakan sudut dari
pandangan penulis, namun bukan berarti bermaksud menghakimi, melainkan untuk
mendiskusikan posisi pendapat mereka tentang ishat pemerintah dihadapan kaidah
fikih, dan tentunya dihadapan dalil-dalil yang lain.

A. Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang /shat Pemerintah RI dalam
Penentuan Awal Bulan Qamariah

Pandangan atau pendapat yang disampaikan Drs. K.H. Syafruddin
Syarif dan K.H. Abdurrahman Navis pada dasarnya hampir sama. Dalam

mendefinisikan isbat pemerintah, mereka berdua sama-sama menggunakan

kaidah fighiyah, hanya pemilihan redaksinya yang berbeda. Syafrudin

79
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menggunakan redaksi TR é—;f; C_/;g_i F_g_;_ sedangkan Abdurrahman lebih
memilih redaksi ~ C5idi A3 3] 14 2Ly namun inti dari kedua kaidah ini
sama. Dalam artian, isbat merupakan implementasi dari kedua kaidah tersebut,
yakni menempatkan posisi pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama sebagai
pemegang otoritas yang berwenang dalam penentuan awal bulan Qamariah.
Penulis sendiri lebih sepakat dengan redaksi yang digunakan oleh Syafruddin.
Namun pendefinisian mereka akan janggal manakala dihadapkan pada implikasi
hukum yang mereka sampaikan.

Tentang implikasi hukum yang ditimbulakan dari terminologi isbat
yang disampaikan oleh Syafruddin adalah bahwa isbar hanya mengikat ketika
isbat sudah memenuhi persyaratan, yakni didasarkan atas ru’yah atau istikmal.
Karenanya, wajib hukumnya mengikuti isbat tersebut. Sebagai implikasinya,
jika tidak diikuti, puasa yang dilakukan tidak sah. Lain halnya dengan
Syafruddin, Abdurrahman, mengatakan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa
isbat pemerintah wajib diikuti. Dalam hal ini dia memposisikan pemerintah
sebagai waliyyul amri daririy bi as-syaukah, pemimpin yang hanya wajib diikuti
dalam kondisi tertentu saja. Misal dalam permasalahan yang bersifat universal,
seperti wali nikah. Pandangan Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis
tentang keberadaan /shbat ini sangat sejalan dengan pandangan organisasinya,
NU. Sangat wajar memang, mengingat mereka berdua adalah salah satu

‘produk’ ormas Islam tersebut.
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Dalam hal ini penulis sendiri memandang pemerintah dalam hal ini
Menteri Agama, memiliki peran penting dalam memelihara suasana yang
kondusif dalam masyarakat bila terjadi perselisihan, baik dalam urusan
kehidupan sosial maupun dalam praktek keagamaan. Dalam kehidupan
keagamaan di Indonesia, terlebih dalam penentuan awal bulan Qamariah, peran
pemerintah sangat dibutuhkan, hal ini tak lepas dari keterlibatan penentuan
awal bulan bulan Qamariah yang selalu melibatkan ormas Islam paling besar di
Indonesia, NU dan Muhammadiah.

Pemerintah sendiri dalam mengakomodir perbedaan tersebut telah
memunculkan gagasan tentang imkan ar-ru’yah. Imkan ar-ru’yah memiliki
kriteria batasan minimal tinggi 4//a/ yang memungkinkan Ai/a/ dapat dilihat,
yaitu 2 derajat, jarak dari matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan saat
matahari terbenam minimal 8 jam. Tapi kriteria imkan ar-ru’yah ini perlu ada
revisi dalam dua hal sebagaimana hasil penelitian Thomas Djamaluddin yang
diungkapkan oleh Ahmad Izzuddin, yaitu jarak bulan dari matahari yang semula
minimal 3 derajat menjadi 5 sampai 6 derajat, kemudian tinggi 4i/aZ/ minimal
tidak lagi seragam 2 derajat, tetapi harus memperlihatkan beda azimut bulan
matahari.'

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama melalui kekuasaan

sidang isbat sebenarnya mempunyai peluang untuk dapat diterima oleh semua

! Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Ru’yah, 143,
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pihak. Upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada usaha tercapainya
keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. Hujjah yang
digunakan:
5 g5 8] 50l e
Yakni keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan
perbedaan silang pendapat, schingga ketika pemerintah sudah memutuskan, baik
atas dasar pisab maupun ru’yah, maka seluruh komponen masyarakat harus
mematuhinya.
Penentuan awal bulan Qamariah yang dilakukan pemerintah adalah
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam, schingga dapat
menghindari terjadinya perselisihan umat dalam hal yang terkait penentuan awal

bulan tersebut.
3 . ° * - 5 £
Ly byt 5 b oyl B
Dari kedua kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala kebijakan
pemerintah harus melihat efek kemaslahatan, jangan sampai pemerintah
sewenang-wenang dengan kekuasaannya hanya mementingkan kepentingan

sepihak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat dalam memahami perbedaan

akan terbentuk. Dari kaidah ini bisa diambil pelajaran juga bahwa persoalan

2 *Abd. al-Hamid as-Syarwani, Hasiyah, 383.
* as-Suyuti, al-Asybah, 83-84.



&3

yang bersifat kemasyarakatan perlu adanya campur tangan ufi/ amui
(pemerintah).

Ulama® Syafi’iyah berpendapat bahwa penetapan awal dan akhir
bulan Ramadan harus ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah sudah
mengambil keputusan, maka wajib untuk diikuti.*

Sementara Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah)
tidak mengharuskan adanya penentuan dari pemerintah, tetapi jika pemerintah
sudah mengeluarkan keputusannya, maka wajib diikuti.’ Dalam surat An- Nisa’
ayat 59 pun kita diwajibkan untuk selalu taat kepada pemerintah.

Dengan adanya Badan Hisab Rukyah sebagai kepanjangan dari
pemerintah diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam setiap pertemuan antara
ormas Islam. sehingga nantinya dapat menemukan solusi bagaimana penyatuan
awal bulan Qamariah dapat terlaksana. Selain itu, MUI sebagai organisasi
keulamaan telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang intinya
adalah agar seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menentukan awal bulan
Qamariah selalu mengikuti keputusan pemerintah. Setidaknya dengan
terbentuknya MUI oleh pemerintah, menaati MUI sama dengan menaati
pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam menentukan awal bulan

Qamariah sangat penting. Bahkan bila diperlukan pemerintah membuat undang-

*  Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazihib al-Arba’ah, juz 1, (Dar Thya’ al-Turas
al-Arabi, 1986), 433.

5 Ibid,
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undang mengenai penentuan awal bulan Qamariah, sekaligus mengatur kriteria
imkan ar-ru’yah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, schingga apabila
ada masyarakat yang tidak mentaati keputusan pemerintah dapat dikenakan
hukuman.

Dalam memandang ishat pemerintah Syafruddin Syarif dan
Abdurrahman Navis merujuk pada keputusan Muktamar NU ke 20 di Surabaya
yang menyatakan sebagai berikut:
sesungguhnya mengabarkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal dengan hisab
itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-
tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah Imam Mutarif guru
Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal
berdasarkan hisab sebelum ada penetapan atau siaran dari Depag, maka
muktamar memutuskan tidak boleh. Sebab untuk menolak keguncangan dalam
kalangan umat Isiam dan muktamar mengharap kepada pemerintah supaya
melarangnya®’

Dari keputusan tersebut, mereka cenderung ingin mencari jalan
tengah dari perbedaan yang ada, yaitu dengan menyatakan bahwa pemerintah
bila menetapkan awal bulan Qamariah berdasrkan Aisab, tidak wajib diikuti.
Artinya memberikan peluang bagi orang untuk memilih antara berhari raya ikut
pemerintah atau tidak. Bagi Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis sendiri
tentu tidak akan mengikuti keputusan pemerintah tersebut.

Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis masih kekeh (teguh)

dengan pendapatnya, sangat sulit sekali pandangan yang sudah mengakar

¢ Imam Ghazali (eds), Ahkamul Fuqaha’; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes NU, (Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2007),
283-284.
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terhadap jiwa kedua tokoh PWNU Jatim tersebut untuk dirubah sedemikian
rupa. Karena keduanya juga memiliki dalil-dalil yang sahih sendiri dalam
permasalahan penentuan awal bulan Qamariah.

Selain itu pemerintah memang sedikit kurang tegas dalam hal
metode yang digunakan, antara ru’yah dan Aisab, karena pemerintah dalam hal
ini pun justru memberikan kebebasan kepada ormas Islam di Indonesia untuk
menggunakan metodenya masing-masing. Sehingga sikap pemerintah ini
terkesan bukan malah ingin menyatukan tapi membebaskan kepada siapa saja
untuk memilih metode yang digunakan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulakan bahwa
Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis dalam memandang keberadaan isbat
pemerintah tentang penentuan awal bulan Qamariah sangat diperlukan sebagai
jalan tengah dari dua metode yang berbeda yang digunakan NU maupun
Muhammadiyah, tetapi dalam realisasi /shat pemerintah tersebut terkadang
masih belum bisa dipatuhi secara utuh oleh ormas-ormas yang berbeda. Apalagi
kalau pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama yang menjabat dari salah satu
kedua ormas tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap objektifitas ketetapan
itu. Selain itu, mereka memandang kedudukan 4isab hanyalah sebagai pembantu

dalam melaksanakan ru’yah.
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B. Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Isbat Pemerintah RI Dalam
Penentuan Awal Bulan Qamariah

Berdasarkan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penentuan
awal bulan Qamariah berdasarkan Aisab, dari hisabinilah dalam Muhammadiyah
muncul istilah wwjid al-hilal] yang mana dalam kriterianya bulan sudah satu
kali edaran penuh (jjtima’), awal bulan dimulai pada saat terbenam matahari dan
matahari lebih dulu terbenam daripada bulan, masuk sudah dinyatakan bulan
baru. Sehingga dalam penentuan awal bulan Qamariah tidak perlu menunggu
adanya ru’yah di lapangan, apalagi menunggu jshat pemerintah. Kiranya
putasan. Majelis - Tarjih ‘Muhammadiyak 'ini bisa merggambarkan pandangan
Muammal Hamidy, Mukarram, Nadjib Hamid terhadap keberadaan isbar
pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Selain itu juga,
keikutsertaan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qamariah lewat
isbat mengharuskan syarat yang bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar7dan
data astronomis yang valid. Pada dasarnya pandangan Syamsuddin tentang
kriteria wujud al-hilal yang digunakan Muhammadiyah tak jauh berbeda dengan
tiga tokoh lainnya di atas, hanya saja Syamsuddin dalam memandang jsbat
pemerintah RI dia lebih terfokus pada kedudukan isbat itu sendiri, dimana ia

memandang isbat tidak mempunyai kedudukan, baik dalam hukum Islam

7 Lihat: Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2009), 293.
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maupun tata hukum di Indonesia, karenanya menurut beliau isbat sama sekali
tidak wajib diikuti.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Muammal Hamidy, Mukarram,
Nadjib dan Syamsuddin isbat pemerintah hanya formalitas saja. Bahkan
menurut Syamsuddin dan Nadjib isbat itu tidak ada, tidak ditemukan dalam
hukum Islam. Mukarram pun sama, isbat pemerintah layaknya ada, tetapi tidak
ada, dia mengistilahkan ‘}:3-'1? 3355»-3- Menurut mereka pemerintah tidak usah
terlalu ikut campur dalam urusan yang bersifat Jjtihadiyah (istilah yang
digunakan Mukarram) atau bersifat khilafiyah (istilah yang digunakan
Syamsuddin) Perbedaan yang ada sudah merupakan suatu keniscayaan. Sebagai
implikasi hukumnya, isbat pemerintah tidak wajib diikuti.

Namun pandangan Muammal Hamidy, Mukarram, Nadjib dan
Syamsuddin dalam hal ini kiranya tidak sejalan dengan kaidah hukum Islam.
Dimana sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah (Menteri Agama) dihadiri
oleh semua elemen, baik dari MUI maupun dari ormas-ormas Islam lainnya.
Sehingga dalam sidang tersebut mestinya telah terjadi musyawarah mufakat
yang disepakati oleh semua perwakilan, yang mana hasilnya bisa dikatakan
sebagai jjma’semua ulama maupun ahli-ahli dalam bidang ilmu falak.

Mengenai pendapat Muammal yang menyatakan bahwa metode hisab

lah yang lebih cocok untuk dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan
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Qamariah dibanding metode lainnya, penulis kira itu pernyataan sepihak dari
beliau. Dan pendapat ini juga sejalan dengan kaidah:

ety 535 3 SR o g i
“Hukum asal pada penetapa awal bulan adalah hisab”
Karena justru hisab saja tanpa adanya pembuktian di lapangan, merupakan
sebuah retorika teori yang bisa dikatakan benar atau salah. Jadi Aisab tanpa
ru’yat tidak akan ada artinya, begitu juga sebaliknya ru’yat tanpa perhitungan
yang valid akan menyesatkan belaka. Oleh karena itu antara fisab dan ru’yat
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai sarana
menentukan awal bulan Qamariah.

Sinyalemen adanya muatan politis dalam penentuan awal bulan
Qamariah, sebagaimana yang disampaikan Mukarram, Nadjib dan Syamsuddin
kiranya ada benarnya juga. Ini dapat dibuktikan dari fenomena yang terjadi pada
masa Orde Baru. Saat itu isbat pemerintah selalu paralel dengan hasil
perhitungan Muhammadiyah. Mengingat keputusan Majelis Tarjih selalu
dimasukkan sebagai konsideren dalam penentuan awal bulan Qamariah.
Sehingga tidak ada persoalan dengan pemerintah. Walaupun secara realitas,
pada penetapan 1 Syawal 1418 H/1998 M secara terang-terangan

Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah.” Menurut analisis Ahamd

8 Lihat: Pedoman Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP
Muhammadiyah, 2009), 77.

? Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Ru’yah di Indonesia, 12.
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Izzuddin, karena waktu itu pemerintah baru bermasalah dengan Amien Rais
(saat itu sebagai Ketua Umum Muhammadiyah), maka dalam penentuan 1
Syawal 1418 H/1998 M waktu itu pemerintah berusaha untuk mendekat NU.
Walaupun pada waktu itu Menteri Agama (dr. Tarmidzi Tahir) tidak dari unsur
NU.

Pendapat Muammal dan Nadjib mengenai masalah keagamaan, yakni
penentuan awal bulan Qamariah seharusnya diserahkan kepada ahlinya saja,
yaitu ulama, boleh dikatakan ada benarnya, tetapi itu terjadi apabila masalah
keagamaan yang tidak menimbulkan perbedaan signifikan atau gejolak dalam
masyarakat. Dalam masalah penentuan awal bulan Qamariah, dari segi ibadah
mestinya tidak ada masalah karena perbedaan dalil ini memunculkan hasil
penentuan awal bulan Qamariah yang berbeda pula. Namun pada realitasnya,
perbedaan tersebut berimbas terhadap kehidupan sosial masyarakat yang begitu
luas, sehingga terkesan ada pengelompokan dalam umat Islam di Indonesia,
maka pemerintah dalam hal ini harus mengambil alih terhadap penentuan awal
bulan tersebut. Dengan mendasarkan pada kaidah “’5‘-"“ é_’;-’) ;“)‘ 35 EX 5—<5'
pemerintah bisa mengambil alih otoritas penentuan awal bulan Qamariah dari
ormas-ormas yang berbeda menjadi satu dalam bingkai isbat pemerintah. Dan
pemerintah menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia untuk
mengikuti keputusan pemerintah tersebut dengan tidak mempermasalahkan

metode yang digunakan, apakah itu fisab atau ru’yah.
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Menanggapi pendapat Nadjib Hamid mengenai isbat hanya
merupakan pengumuman dari Menteri Agama yang sudah menentukan jatuhnya
awal bulan Qamariah tanpa ada silang pendapat atau masukan dari para peserta
sidang ishat sehingga terkesan hegemonik, bagi penulis kiranya kurang tepat.
Sebab dalam prakteknya, sejak adanya isbat penentuan awal bulan Qamariah
yang dikoordinir oleh Menteri Agama, pemerintah selalu melibatkan tokoh-
tokoh dari semua ormas Islam dan instansi yang terkait serta perwakilan dari
Planetarium untuk ikut sidang, merumuskan dan memutuskan jatuhnya awal
bulan Qamariah. Sehingga hasil sidang /sbat pun sudah disepakati oleh seluruh
peserta yang ada.

Dan mengenai saran Syamsuddin yang menyarankan jika memang
pemerintah hendak memaksakan masyarakat untuk selalu mengikuti /sbat-nya
dengan membentuk undang-undang, penulis menanggapi bahwa saran tersebut
kiranya belum bisa diterapkan di Indonesia, sebab andaikan pemerintah
membuat undang-undang tentang penentuan awal bulan Qamariah, sebagai
konsekuensi jika ada yang melanggar (tidak ikut jsbat pemerintah) maka akan
dipidana, itu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan memaksakan
sebuah keyakinan seseorang sangat mengandung unsur pelanggaran HAM,
sebagaimana yang Syamsuddin nyatakan dalam pandangannya mengenai

kedudukan /sbat pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Struktural PWNU Jawa Timur, yakni Drs. Syafruddin Syarif dan K.H.
Abdurrahman Navis memandang isbat pemerintah lebih diposisikan sebagai
jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi selama ini dalam penentuan awal
bulan Qamariah. Pandangan ini sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke 20
di Surabaya, pemerintah hanya akan diikuti ketika keputusan yang diambil
berdasar ru’yah atau istikmal.

2. Secara umum para tokoh Struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur, yakni
K.H. Muammal Hamidy, Lc, Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum, Drs.
Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si memandang isbat
pemerintah hanya sebagai otoritas, artinya hanya memiliki kewenangan
berdasarkan kekuasaan saja. Dalam hal ini isbat pemerintah akan diikuti, jika
pemerintah dalam hal memutuskan awal bulan Qamariah bersifat autoritatif,
yaitu berdasarkan syar’7 dan data astronomis yang valid.

Drs. Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si bahkan memandang

kedudukan isbat, baik dalam hukum Islam dan hierarki tata hukum di
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Indonesia tidak ada. Begitu juga pandangan Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum,
hanya saja dia lebih arif dalam memandang keberadaan isbat, yakni beliau
menganggap sejatinya 7shat itu baik-baik saja, namun ia tidak mempunyai
kekuatan untuk mengikat. Sedang Muammal Hamidy dalam memandang
keberadaan isbat, khususnya di Indonesia tidak berlaku. Isbat hanya bisa
diberlakukan di negara Islam.

. Dalam hukum Islam, keharusan mengikuti isbat pemerintah memang tidak
diatur secara tegas. Namun, mengingat perbedaan penentuan awal bulan
Qamariah cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat
muslim dan bisa memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak
dalam masyarakat, maka ufi/ anui (pemerintah) mempunyai wewenang
mengatur demi menghindari dampak negatif (inazaraf) yang akan muncul. Ui/
amri mempunyai tugas utama f7 harasah ad-din (menjaga agama) dan f7 siyasah
ad-dunya (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat undang-
undang dan demi terwujudnya kemaslahatan umum. Sehingga meskipun tidak
ditemukan nash yang menyebutkan secara pasti tentang kewajiban mengikuti
isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah, harus dipatuhi dalam
rangka menciptakan kemaslahatan umum, maka isbat layak untuk diikuti.
Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah berusaha menjembatani berbagai

perbedaan yang terjadi, akan tetapi semuanya kembali kepada masing-
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masing individu, apakah mau menjadikan jembatan tersebut sebagai alat
pemersatu atau tidak. Jika pemerintah sudah tidak dapat menyatukan
perbedaan, lalu siapakah yang diharapkan oleh semua orang untuk menjadi
uli] amri agar keputusannya diikuti oleh semua orang.

. Pemerintah (Kemenag) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan luas,
harus berupaya keras duduk bersama dengan para tokoh ormas Islam,
terlebih para tokoh NU dan Muhammadiyah untuk mencari titik temu
bagaimana diperoleh kriteria yang sama dalam penentuan awal bulan
Qamariah.

- Perlu ada sikap /egawa dari masing-masing tokoh ormas Islam beserta para
anggotanya untuk mengedepankan kepentingan bersama sebagai umat Islam
di Indonesia agar tercipta suasana yang damai dan bersatu.

. Perlu adanya pemahaman masyarakat bahwa keputusan pemerintah
merupakan sebuah konsesus dari para ahli dalam bidangnya, sehingga
menjadikan masyarakat lebih dewasa dalam memahami suatu perbedaan,
perbedaan bukanlah untuk menimbulkan perpecahan, tetapi untuk
menumbubkan rasa saling menghormati terhadap sesama muslim.

. Perlu adanya pengembangan alat teknologi yang canggih untuk melihat
hilal sehingga dapat mengakomodasi integrasi metode ru’yah dan metode

hisab.
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